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ABSTRAK 

SISTEM UPAH JASA COMBINE HARVESTER PERSPEKTIF 

HUKUM EKONOMI SYARIAH  

(Studi Kasus Di Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji) 
 

Oleh : 

JUNIA MARIASIH 

NPM. 1902022008 

 

Semua orang bekerja untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya. Maka 

dari bekerja itulah orang bisa menghasilkan upah yang cukup dengan kebutuhanya 

walaupun upah itu diberikan setelah beberapa hari kerja. Tetap saja akan bekerja 

untuk  kebutuhan uang mencukupi kehidupanya karena sekarang ada uang lebih 

penting soalnya segala-galanya menggunakan uang. Akan tetapi harus berjuang 

terlebih dahulu, dari mencari kerja, bekerja, kesehatan dan kesopanan (dalam 

bekerja) baru mendapatkan upah.  

Penelitian ini merupakan hasil kajian lapangan (field research) yang 

bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data terdiri dari dua jenis yaitu sumber data 

primer berupa hasil wawancara dan obsevasi di Desa Sidang Kurnia Agung. 

Sedangkan data sekunder terdiri dari buku, artikel jurnal dan skripsi yang 

berkaitan dengan ijarah. Data dikumpulkan dengan metode wawancara dan 

dokumentasi serta dianalisis dengan teknik analisis kualitatif lapangan.  

Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan dalam pemanenan di 

Desa Sidang Kurnia Agung dengan sistem upah yang dibayar selesai memanen 

atau secara langsung dan sudah secara kesepakatan bersama dalam hukum Islam 

telah sesuai rukun dan syarat ijarah dengan pembayaran upah pembagiannya 10:1 

padi dan setiap panennya sama, tidak ada perbedaan disetiap musimnya. Untuk 

kerjasama antara jasa dan pemilik jasa itu dengan adat kebiasaan hal ini memang 

jarang dilihat dengan teliti akan tetapi seharusnya teliti dalam melakukan 

pekerjaan dan tidak ada unsur kecurangan dalam kerja, jika ada unsur kecurangan 

jangan didiamin saja maka harus ditegur agar memperbaikinya lebih baik lagi. 

Sedangkan praktik upah mengupah yang dimana ada yang melakukan kecurangan, 

yang belum melakukan perjanjian atau persetujuan secara terang-terangan kepada 

kedua belah pihak yaitu pemilik sawah dan pemilik combine, jadi belum 

memenuhi rukun dan syarat ijarah sehingga tidak sah dalam hukum islam dan 

Undang-Undang. 

Kata kunci : Upah, Kesepakatan, Kerja  
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MOTTO 

 

 

ْعَرَقهُُْأَعْ  ْيََِفَّ رَهُْقَ ب لَْأَن  جِيرأََج  االأَْ طُو   

"Berikan kepada seorang pekerja upahnya  

sebelum keringatnya kering".  

(HR. Ibnu Majah, Shahih) 

 

 

عَهَا ْوُس  ْلََْيُكَلِ فُْاللهُْنَ ف سًاْإِلََّ

“Allah tidak membebani seseorang melainkan  

sesuai dengan kesanggupannya” 

(QS. Al Baqarah : 286) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Suatu upah dibayarkan sebagai pembayaran kepada seseorang yang 

diperintahkan untuk melaksanakan tugas tertentu dan pembayarannya 

dilakukan sesuai dengan perjanjian kontrak. Kompensasi mempunyai peranan 

penting dan merupakan salah satu ciri hubungan kerja, dapat dikatakan bahwa 

kompensasi merupakan tujuan utama pekerja yang bekerja pada orang lain 

atau badan hukum.26 

Sistem upah adalah kebijakan dan strategi yang menentukan 

kompensasi yang diterima pekerja. Kompensasi adalah bayaran atau upah 

yang diterima oleh pekerja sebagai balas jasa atas hasil kerja mereka. Untuk 

pekerja masalah sistem upah adalah masalah yang sangat penting karena 

menyangkut keberlangsungan dan kesejahteraan hidup mereka.27 

Upah adalah aspek penting dalam suatu hubungan kerja berbagai 

pihak dapat melihat upah dari sisi masing-masing, pihak jasa pemanenan 

melihat upah sebagai sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya dan keluarganya. Secara psikologi harta atau keuntungan dapat 

menciptakan kepuasan bagi pekerja atau buruh di pihak lain pengusaha 

melihat keuntungan dalam hubungan kerjasama sebagai salah satu biaya kerja 

 
26 Lalu Husni, “Pengantar Hukum Ketenagakerjaan”, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014),145. 
27 Juju Jumena Dan Iis Ikhsanti, “Pengaruh Sistem Pembagian Upah Waktu Kerja Dan 

Hasil Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Pabrik Batu Alam CV. Nur Alam Jaya 

Cirebon”, Cirebon, 65. 
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kerasnya dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya, melihat salah 

satu upah dari pihak untuk tetap mendapatkan kejaminan terpenuhinya 

kehidupan yang layak bagi pekerja atau buruh dan keluarganya. 

Menurut bapak Wawan di Kecamatan Rawajitu Utara, Kabupaten 

Mesuji, mengatakan bahwa sektor tanaman pangan dan pertanian merupakan 

sektor penting dalam perekonomian negara, bahkan banyak masyarakat 

Indonesia yang menggantungkan penghidupannya pada sektor tanaman 

pangan dan pertanian, baik melalui pekerjaan pertanian maupun peternakan, 

mendorong pertumbuhan. Sebelum adanya integrasi /teknologi, para petani 

biasa memanen tanaman dengan menggunakan tangan, seperti menggunakan 

ani-ani, padi, papan gebyok dan tleser. Melalui proses menuai (memotong 

jerami padi), perontok (memisahkan butir adi dengan batangnya) dan 

membersihkan (membersihkan gabah dari batang-batang sisa perontokan). 

Namun seiring berjalannya waktu, berkembanglah peralatan pertanian yang 

mencakup segala hal (panen, perontokan, membersihkan) yang disebut 

dengan combine harvester (combine). Banyak petani menggunakan combine 

untuk mempermudah dan mempercepat proses pemanenannya. Usaha 

pemanenan combine merupakan kerjasama antara pemilik sawah dengan 

pemilik combine, namun upah yang dikenakan pada hasil (padi/gabah) 

tergantung pada kesepakatan keduanya.28 

Rata-rata alat panen yang digunakan di Rawajitu Utara Kabupaten 

Mesuji ini rata-rata sudah mengalami perubahan, perubahan ini juga disertai 

 
28 Hasil Survei Kepada Bapak Wawan Selaku Ketua Kelompok Tani Desa Sidang Kurnia 

Agung, Kac. Rawajitu Utara, Kab. Mesuji, 29 Juli 2023. 
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dengan perubahan bentuk upah dari jasa panen tersebut. Dulu upah bisa 

diberikan secara langsung kepada para pekerja yang dimulai dari tukang 

potong dan tukang giling yang lebih dari 12 orang pekerja. Saat ini dengan 

menggunakan combine tidak perlu memberikan upah kepada para pekerja, 

karena dengan mesin combi proses panen menjadi lebih praktis dan sangat 

efisien dan efektif, sehingga tenaga dan hasil panen yang diperoleh juga 

banyak karena tidak banyak padi yang jatuh disawah. Jika mengunakan 

combine ini maka harus ditempat yang datar tidak bisa ditempat lebung 

(rawa) harus di arit terlebih dahulu baru bisa combine.29 

Pada saat survei kerumah bapak Asep, mengatakan bahwa combine ini 

sangat membantu pekerjaan petani. Jika digunakan pada wilayah Rawajitu ini 

sangat cocok karena lahannya begitu luas. Sebelum adanya combine sangat 

susah untuk memanen padi dengan cepat, karena dulu menggunakan tenaga 

manusia bukan seperti sekarang. Tetapi jika menggunakan teleser bisa 

beberapa hari (1 Hetar sampai 7 hari), sedangkan menggunakan combine 

cuman memakan waktu beberapa jam (1 hetar sampai 1 jam). Cara memberi 

upah juga sudah berbeda, jika dulu mengunakan teleser pembagian upah 8:1, 

sedangkan menggunakan combine bagian upahnya 10:1. Dalam perjanjian 

pada pemilik lahan dan combine itu masih belum sesuai hukum Islam karena 

tidak jelas. Disini pemilik combine tidak menjelaskan perjanjian atau 

 
29 Hasil Survei Kepada Bapak Eko Selaku Pemilik Sawah Warga Desa Sidang Kurnia 

Agung, Kac. Rawajitu Utara, Kab. Mesuji, 29 Juli 2023. 
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kesepakatannya cuma dengan ucapan dari pemilik sawah “sawah saya tolong 

di combine, soalnya sudah kuning padinya”.30 

Bapak Handi, mengatakan bahwa seiring bertambahnya kemajuan 

semua menggunakan serba mesin (modern). Sedangkan untuk sistem upah 

yang digunakan dengan padi. Akan tetapi combine ini harus memulai dari 0 

sampai selesai artinya dari mengarit, perontok dan sampai sudah bersih 

tinggal masuk karung, maka akan mendapatkan bagian dari 10:1. Jika hanya 

merontok dan masuk karung hanya menggunakan hitungan karung, misalnya 

1 karung dibayar Rp. 5.000 (lima ribu).31 

Bapak Agus, mengatakan bahwa untuk menyupir combine 

membutuhkan keahlian khusus karena harus teliti dan sabar, misalnya di 

tempat yang rawa terkadang keperosok kalau memang supirnya tidak bisa. 

Karena rawa itu bermacam-macam seperti rawa di Rawajitu ini bisa dalam 

atau bisa keperosok. Sistem upah yang digunakan dari pemilik lahan 

kepemilik combine yaitu menggunakan padi. Akan tapi jika kepekerja 

combine ini pengupahannya dari saya (pemilik combine) sudah saya jual dan 

pembagiannya akan berubah menjadi uang.32 

Bapak Budi sebagai pemilik combine, mengatakan bahwa combine ini 

memang sangat cocok untuk lahan yang luas. Jika digunakan ditempat yang  

 

 
30 Hasil Survei Dengan Bapak Asep Sebagai Pemilik Sawah Warga Desa Sidang Kurnia 

Agung, Kac. Rawajitu Utara, Kab. Mesuji, 31 Juli 2023. 
31 Hasil Survei Dengan Bapak Handi Sebagai Pemilik Combine Warga Desa Sidang Way 

Puji,  Kac. Rawajitu Utara, Kab. Mesuji, 31 Juli 2023. 
32 Hasil Survei Dengan Bapak Agus Sebagai Pemilik Combine Warga Desa Sidang Kurnia 

Agung, Kac. Rawajitu Utara, Kab. Mesuji, 31 Juli 2023. 
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tidak luas maka harus pakai combine yang sesuai dengan ukurannya. 

Combine yang cocok untuk di persawahan Rawajitu ini menggunakan 

combine ukuran besar agar cepat selesai dalam pemanenan. Perjanjian 

sebelum dipanen itu ada yang pemilik combine datang kepemilik lahan, 

biasanya orang yang mempunyai sawah ingin minta tolong untuk dipanen 

padi akan bilang "besok combine tempat saya bisa atau tidak (bagi orang yang 

sudah biasa combine ketempat bapak budi tersebut)", dan jika yang mencari 

itu pemilik combine biasanya ada perbedaannya seperti "apakah ingin pakai 

combine tempat saya, apa pakai orang lain dan bapak Budi mengatakan 

seperti kalau masalah sudah seperti umumnya". Pengupahan untuk combine 

ini menggunakan padi/gabah (di sawah langsung). Sistem yang digunakan 

menggunakan bagi hasil akan tetapi tidak seperti menggunakan tenaga 

manusia (manual), misalnya menggunakan mesin 10:1 yang berarti 10 itu 

untuk pemilik sawah dan 1 itu untuk pemilik combine dan sedangkan 

menggunakan tenaga manusia 8:1. Hanya beberapa akan tetapi menggunakan 

tenaga manusia atau manual membutuhkan banyak waktu sedangkan 

menggunakan mesin hanya beberapa jam saja.33 

Pada upah jasa seharusnya pada perjanjian yang disepakatin dan jika 

tidak ada kesepakatan maka tidak seharus untuk dipanen karena pemiliknya 

tidak mensetujui hal tersebut. Dalam perjanjian harus terpenuhi unsur-unsur 

perjanjian kerjasama tidak asal-asalan, unsur kesepakatan adalah unsur yang 

mutlak terjadinya kerjasama. Maka hal itu melanggar perjanjian, ada 

 
33 Hasil Survei Dengan Bapak Budi Sebagai Pemilik Combine Warga Desa Kurnia Agung, 

Kac.  Rawajitu Utara, Kab. Mesuji, 26 Agustus 2023. 
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beberapa pemilik combine ini tidak melihat hasil dari lahan tetapi 

memutuskannya secara sepihak, dan terkadang ada yang tidak sesuai dengan 

combine yang lainnya. Jadi semuanya tidak ada perjanjian atau kesepakatan 

ini terjadi karena kebiasaan di masyarakat dalam hal pemanenan, akan tetapi 

harus ada kesepakatan agar tidak ada kesalah faham di pada akhirnya. 

Berdasarkan beberapa pemilik combine diatas tidak semuanya 

menjelaskan sistem upahnya karena semua orang sudah tau semestinya, 

karena bukan 1x atau 2x saja menggunakan combine. Di Rawajitu ini sudah 

menggunakan combine sekitar 5 tahun lebih jadi tidak begitu membicarakan 

tentang sistem bagi hasilnya, kalau upah sudah jelas menggunakan 

padi/gabah yang diambil ketika selesai pemanenannya. Pihak yang berakad 

dalam sistem upah mengupah adalah antara pihak petani dan pemilik 

combine. Pemberian upah combine setelah memanen padi ditentukan 

seberapa banyak hasil panen di peroleh pemilik sawah atau petani. Misalnya 

ketika 10 karung dihasilkan dalam setiap pemilik sawah maka dikeluarkanlah 

1 karung sebagai upah combine yang kemudian dikumpulkan dan dijual 

kepada pengempul padi atau pengusaha gabah dan nantinya akan menjadi 

upah para pekerja mesin combine dalam bentuk uang.  

Pembagian upah combine pada umumnya hampir semua sama 

diterapkan di Rawajitu. Upah dari pemilik sawah kepada pemilik combine 

biasanya diberikan berupa hasil panen padi, dimana pihak pemilik combine 

sendiri yang memilih padi/gabah yang ingin diambil harus menanyakan 

kepada pemilik sawah. Selanjutnya, upah antara pemilik combine dengan 
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pekerja, biasanya tidak sama. Misalnya, upah pekerja dibagian operator mesin 

pemanen padi dan agen lebih tinggi dari pekerja biasa. Adapun sistem 

pengupahannya yaitu tergantung dari ketentuan dan kebijakan pemilik 

combine. Apakah pengupahannya secara harian, mingguan dan bulanan 

artinya pemberian upah tidak pada waktu pekerjaan tersebut selesai. Sistem 

pengupahan dimana pekerja harus menunggu harga dari hasil penjualannya, 

sedangkan dalam Islam menganjurkan bahwa upah sebaiknya diberikan 

setelah pekerjaan selesai. 

Jadi sudah tidak ada yang ragu, akan tetapi ada beberapa yang 

terkadang mengeluh karena tidak rajin dan cara pengambilan upahnya kurang 

baik karena secara tidak sama dengan isi dalam karung dari pemilik sawah 

dengan pemilik combine, pemilik combine akan memilih lebih banyak dan 

tidak meminta persetujuan lebih dahulu dari pemilik sawah padahal disitu ada 

pemilik sawah tersebut. Namun, harusnya pemilik combine ini izin terlebih 

dahulu dan melakukan kesepakatan jangan asal ambil saja dan memberitahu 

kepada supir combine agar lebih rajin lagi karena sayang kalau padinya 

terlindas oleh ban combine itu, walaupun sedikit kalau dikumpulkan akan 

menjadi banyak, memang akan untung bagi pemilik combine tapi akan rugi 

bagi para pemilik lahan (Sawah). 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Sistem Upah Jasa Combine Harvester 

Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Rawajitu Utara 

Kabupaten Mesuji)”. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana cara membuat kesepakatatan antara pemilik jasa dengan 

pengguna jasa combine harvester di Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji? 

2. Bagaimana praktik upah jasa combine harvester ditinjau dari hukum 

ekonomi syariah di Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji? 

 

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui bagaimana cara membuat kesempataan kerja pemilik 

jasa combine harvester dengan pengguna jasa combine harvester di 

Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji!  

b. Untuk mengetahui bagaimana praktik upah jasa combine harvester 

ditinjau dari hukum ekonomi syariah di Rawajitu Utara Kabupaten 

Mesuji! 

 

2. Manfaat Penelitian 

Agar masyarakat memahami bahwa harus ada kesepakatan yang harus 

dibuat sebelum panen dan pembayarannya harus adil. 

 

D. Penelitian Yang Relevan 

Dalam rangka membuktikan keaslian penelitian yang sedang 

dilakukan berjudul “Sistem Upah Jasa Combine Harvester Perspektif Hukum 

Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji)”. 

Berikut ini hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini: 
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1. Penelitian dari Tifanny Elssa Gusandi, dengan judul “Tinjauan Fiqh 

Muamalah Terhadap Sistem Upah Pekerja Mesin Pemanen Padi (Mesin 

Combne/Kombet) Di Jorong Panyubarangan Nagari Panyubarangan 

Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya, Jurusan Hukum Ekonomi 

Syariah, Fakultas Syariah IAIN Batusangkar”. Pada Skripsi beliau ini 

membahas cara pembayarannya berbeda-beda dan dibayar secara langsung 

yang sudah disepakati. Diskripsinya untuk mencari kesamaan upah yang 

didapat pekerja. 34 Sedangkan punya saya untuk mencari cara 

pengupahanya, yang dilakukan pada pihak pemilik combine dan pemilik 

sawah. 

2. Penelitian dari Aulia Hidayat, dengan judul "Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Sistem Upah Buruh Panen Padi Studi Kasus di Kec. Simpur 

Kan. Hulu Sungai Selatan". Pada skripsi beliau ini membahas akad dan 

perjanjian yang harus jelas dalam sistem upah buruh panen 

padi.35Sedangkan punya saya menggunakan perjanjian secara lisan akan 

tetapi tidak sering diucapkan karena sudah paham atau sudah kebiasan. 

3. Penelitian dari Daimatur Romah, dengan judul "Tinjauan Hukum Ekonomi 

Syraiah Terhadap Sistem Upah Jasa Combi Padi Di Desa Pilangsari 

Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro". Hasil penelitian beliau ini 

menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan teori ijarah dan 

 
34 Tifanny Elssa Gusandi, “Skripsi Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Upah 

Pekerja Mesin Pemanen Padi (MesinCombne/Kombet) Di Jorong Panyubarangan Nagari 

Panyubarangan Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya”, 2022. 
35 Aulia Hidayat, "Skripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Buruh Panen 

Padi Studi Kasus Di Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan", Banjarmasin, 18 

Desember 2022. 
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‘urf. Ketika musim panen tiba yang usia padinya sudah tua dan menjelang 

panen biasanya kurang tujuh hari maka petani akan menghubungi pihak 

pengempul padi, cara menyewa kepada combine yang dalam upah 

sewanya dalam sehari sebesar Rp. 2.500.000, untuk menyewa jasa tukang 

mbangkel yang dipekerjakan untuk memanen sawah serta memanggul 

gabah dari area persawahan ke samping jalan yang upahnya setiap 1 ton 

gabah yang telah dipanen dihargai Rp. 10.000, mbangkel yang membawa 

gabah dari pinggir jalan ke rumah milik petani akan diberikan upah 

sebesar Rp. 5.000/1 karungnya gabah yang telah diantarkan.36 Sedangkan 

punya saya cuman yang ada di sawah (pekerja combine dari supir combit, 

helper, dan tukang jahit karung) itu sudah termasuk semuanya.  

4. Penelitian dari Fifi Handayani, dengan judul “Analisis Hukum Ekonomi 

Islam Terhadap Sistem Upah Pekerja Mesin Combine Harvester Di 

Marioriawa Kabupaten Soppeng”. Hasil penelitian beliau ini mengatakan 

bahwa sistem upah pekerja combine harvester di Marioriawa berdasarkan 

adat kebiasaan masyarakat setempat yang dituangkan dalam perjanjian 

lisan, dimana upah diperoleh dari hasil sewa mesin combine harverter 

dengan pola 11:1. Sedangkan upah untuk pekerja biasa sebesar Rp. 

6.000/perkarung gabah, upah supir combine berkisaran Rp. 2.500 sampai 

Rp 3.000/karung gabah dan upah seorang agen rata-rata sebesar Rp. 

 
36 Daimatur Romah, "Skripsi Tinjauan Hukum Ekonomi Syraiah Terhadap Sistem Upah 

Jasa Combi Padi Di Desa Pilangsari Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro”, 2020. 
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2.000/karung gabah.37 Sedangkan punya saya hanya pengupahan yang inti 

saja.  

5. Penelitian dari Ahmad Dirwan, yang berjudul “Sistem Upah Jasa Ojek 

Sayur Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Studi ada Agen Sayur Riski 

Desa Tanjung Raya, Kecamatan Sukau, Lamung Barat”. Hasil penelitian 

beliau mengatakan bahwa sitem upah tanpa kejelasan akad yang dilakukan 

oleh ojek sayur kepada petani dan agen sayur, dalam proses akadnya 

terjadi perbedaan tarif yang sudah ditentukan oleh pengendara ojek sayur. 

Adapun hukum islam pelaksanaan sistem upah yang dilakukan agen sayur 

dan petani kepada ojek sayur tidak sesuai dengan konsep islam, karena 

akad yang digunakan yaitu akad lisan dan jangka waktunya tidak 

ditentukan yang dapat menimbulkan ketidak pastian (gharar). Maka  tidak 

ada kepastian dalam penetuan tarif upah inilah yang mengakibatkan ada 

pihak yang dirugikan.38 Sedangkan punya saya ada akadnya dan sesuai 

dengan hukum islam walaupun dengan adat kebiasaan. 

 

 
37 Fifi Handayani, “Skripsi Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Sistem Upah Pekerja 

Mesin Combine Harvester Di Marioriawa Kabupaten Soppeng” 18 Agustus 2022. 
38Ahmad Dirwan “Sistem Upah Jasa Ojek Sayur Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Studi 

ada Agen Sayur Riski Desa Tanjung Raya, Kecamatan Sukau, Lamung Barat” 2018. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Ijarah 

1. Pengertian Ijarah 

Menurut bahasa kata ijarah berasaldari kata "al-ajru" yang berarti 

"Al-iwadu"(ganti), "ath-thawab" (pahala) dan ajru (upah). 39 Sedangkan 

menurut bahasa Arab Al ijarah yang berarti upah, sewa, jasa, atau hadiah. 

Al-ijarah adalah salah satu fiqh muamalah yang diciptakan untuk 

memenuhi keperluan kehidupan manusia, seperti sewa menyewa, kontrak 

atau kerjasama antara petani dan lain sebagainya. 

Menurut Syara' artinya mengadakan perjanjian untuk mengambil 

manfaat dari sesuatu yang diperoleh dari orang lain dengan membayar 

menurut perjanjian semula dengan syarat-syarat tertentu.40 

Menurut Muchdarsyah Sinungan, bahwa tingkat upah merupakan 

ungkapan seberapa besar penghasilan yang diperoleh pekerja dari segi 

kuantitas dan kualitas untuk produksi.41 

Menurut Sadono Sukirno, bahwa upah dibayarkan atas jasa fisik 

yang diberikan pekerja.42Sedangkan menurut Malayu SP. Hasibun, upah 

 
39Subairi, Fiqh Muamalah, Juli 2021. 92. 
40 Akhmad Farroh Hasan, Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Konteprer (Teori Dan 

Praktek), UIN Maliki Malang Prees, Oktober 2018, 49. 
41 Muchdarsyah Sinungan, Produktivitas Apa Ada Dan Bagaimana, (Jakarta : Bumi Aksara, 

2000), 90. 
42Sadono Sukirno, Mikro Ekonomi Teori Pengantar, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 

2005), 351. 
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adalah sejumlah yang dibayarkan kepada pekerja sehari-hari menurut 

perjanjian pengupahan.43 

Upah diberikan sebagai bentuk balas jasa yang layak dan adil yang 

diberikan kepada para pekerja atas jasa-jasanya dalam mencapai tujuan 

organisasi. Upah dibayarkan kepada pekerja berdasarkan jam kerja dan 

jumlah barang yang dihasilkan.44 

Menurut Syara' ijarah (sewa menyewa atau upah) adalah suatu 

akad dimana suatu pekerjaan dibayar dalam bentuk hak atau hadiah dari 

orang lain dengan membayar menurut kesepakatan dan syarat-syarat yang 

diputuskan. Sedangkan ijarah menurut bahasa adalah upah.45 

Menurut Dewan Penelitian (DPN) upah adalah pembayaran yang 

diterima dari pemberi kerja kepada penerima pekerjaan atau pekerjaan 

yang dilakukan atau akan dilakukan, pekerjaan seperti janji penghidupan 

yang baik bagi masyarakat. dan produksi, penyajian dan manfaat dalam 

bentuk uang yang ditentukan menurut kontrak, peraturan perundang-

undangan serta pembayaran menurut kontrak kerja dan pengukuhan 

pekerjaan.46 

 

 

 

 
43 Malayu SP. Hasibun, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta :Gunung Agung, 

1997), 133. 
44 Veithzal Rivai, Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahan Dari Teori 

KePraktik, (Jakarta : Raja GrafindoPersada, 2005), 351. 
45 Sayyid Sadiq, “Fikih Sunah 13”, Terjemah. Kamaluddin A. Murzuki, (Bandung  ; PT. 

Alma’arif, 1987), 7. 
46 Heindjrachman Ranupandojo, “Evaluasi Jabatan”, (Yogyakarta :Eppe, UGM, 2003), 37. 
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2. Dasar Hukum Ijarah 

Dasar hukum yang digunakannya adalah Al Qura’an, As Sunnah 

dan Al Ijma.47 

a. Dasar Hukum Ijarah dalam Al Qur’an yaitu : 

1) Surat Al-Baqarah ayat 233 

 

ِْوَإِ  ِف  ِتَ رْغَب يَْْ ِحَرجَِِْذَاكُنْتَ ِفَلَا ِآخَرَ, ِشَخَصْ ِإ لََ ِط فْل كْ إ رْضَاعْ
ِ ب  ِس  ِجْراَلَمُنَا ِالَََ ِدَفْعَ ِف  ِعَلَيْكَ اَِِقلى ِبِ  ِاَلله ِوَاعَلَمُوْاأَنَّ وَات َّقَوْااَلله

رِ  ي ْ  تَ عْمَلُوْنَِبَص 
Artinya : 

“Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka 

tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan yang patut. 

Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa maha melihat apa 

yang kamu kerjakan”.(Q.S. Al-Baqarah : 233)48 

 

2) Surat Al-Qasas ayat 26 

 

ِإ حْدَِاقَِ ِاسْت َِبَِهُمَايََِىلَتْ رَهُِئِْت  رَمَنِ ِصلىِج  ِخَي ْ ِالْقَو يِ جَرِْئِْاسْت َِِا نَّ ِتَ
 الََم يُِْْ

 

Artinya : 

“Salah seorang dari kedua itu berkata : “Ya bapakku ambillah ia 

sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang 

 
47 Subairi, Fiqh Muamalah, Juli 2021, 94-95. 
48 Terjemah Q.S Al-Baqarah ayat 233,https://quranforandroid.com  diakses pada 17 

September 2023 

https://quranforandroid.com/
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yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita)ialah 

orang yang kuat lagi dapat dipercaya”. (Q.S. Al-Qashash : 26).49 

 

3) Surat At Thalaq ayat 6 

 فاَ ِنِْارَْضَعْنَِلَكُمِْفأَاتوُهُنِْأَجُوْرَهُنَِ
Artinya : 

“Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah 

mereka”. (Q.S. At Thalaq : 6)50 

 

b. Dasar hukum ijarah dari al- hadits adalah 

رَأَجِْخِ طوُاالََِْأعُُِ  فَِعُرقُةُُِيََِّّرَهُِقَ بْلَِانَِْي ْ
Artinya : 

“Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya 

kering”.(H.R. Ibnu Majah). 

 

ِالُحجَّرَهُِ مَِوَاعْط   ا حْتَح 
Artinya : 

“Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada 

tukang bekam itu”. (H.R. Bukhori dan Muslim) 

 

ِ ِوَآمَرَنََب ذَهَب  للهُصزمذَل كَ نَالزَّر ع قَلَىرَس وْلِ  كُنَّانُكْر ىالََرْضَب مَاعَلَىالسَّوْافم 
 اوَْوَرَقِ 

 

 

 
49 Terjemah Q.S Al-Qashash ayat 26,https://quranforandroid.com  diakses pada 17 

September 2023 
50Terjemah Q.S At-Thalaq ayat 6,https://quranforandroid.com  diakses pada 17 September 

2023 

https://quranforandroid.com/
https://quranforandroid.com/
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Artinya : 

“Dahulu kami menyewa tanah dengan jalan membayar dari tanaman 

yang tumbuh lalu Rasulullah melarang ami cara itu dan 

memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang mas atau 

perak”. (H.R. Ahmad dan Abu Daud). 

 

ِاُللهِعَنْهُِقاَلَِ:ِقاَلَِرَسُوْلُِِلله ِعَلَيْه ِوَسَلَّمِْقاَلَِاللهُِ يَّ ِهُرَيْ رَةَِرض  ْ عَنِْأَبِ 
ِ ِرَجْلَّ :ِ ِالْق يَامَة  ِيَ وْامَ ِخَصْمُهُمْ ِأَنََ ِثةَُ ِثَلاَّ ِحَلَفَِِتَ عَالَ ِأَيْ اعَْطَىِبِ  

ِيُ عْط ه ِِ ِوَلََْ نْهُ ِم  ْ راًفاَسْتَ وْف  ي ْ ِاسْتَأجَراََّج  ِوَرَجُلُ ِثََنََهُ, ِحُرًّافأَكَلَ ِثَُُِّغَ سْْ يْ بِ 
 أَجْرهُُِ

Artinya : 

Dari Abu Hurairah Rasullah SAW bersabda, “Ada tiga orang yang aku 

menjadi musuhnya pada hari kiamat : seseorang yang member janji 

kepadaku kemudia menghianati, seseorang yang menjual orang 

merdeka lalu memakan harganya, dan seseorang memperkerjakan 

seseorang pekerja itu telah menyelesaikan pekerjaanya tetapi ia tidak 

memberikan upahnya”. (HR. Muslim). 

 

c. Dasar Hukum dalam ijma 

Pada masa sahabat terlah berijma’ bahwa ijarah diperbolehkan 

sebab bermanfaat bagi manusia. Ibnu Qudamah menyatakan bahwa 

ulama dari semua generasi dan negeri seppakat diperbolehkannya 

ijarah.51 Seluruh umat islam bersepakat tidak ada seorang ulama pun 

 
51 Abdullah Bin Muhamad Ath-Thayyar, et,al, Esiklopedi Fiqih Muamalah Dalam 

Pandangan Empat Mazhab, Cetakan ke-4 , (Yogyakarta : Mahtabah Al-Hanif, 2004), 316. 
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yang membatah kesepakatan (ijma), sekalipun ada beberapa orang 

diantara mereka yang berbeda pendapat tetapi hal itu tidak dianggap.52 

 

3. Syarat dan Rukun Ijarah 

a. Syarat-Syarat Ijarah 

1) Syarat aqid (mu'jir dan musta'jir) 

Seseorang yang melakukan akad baik yang akan 

menyewakan (mu'jir) atau yang menyewakan (musta'jir), harus 

rusyd, tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak lain.  

2) Syarat ma'qudalah (objek sewa) 

Objek sewa yaitu : 

a) Bisa diserah terimakan artinya objek sewa adalah memang milik 

mu'jir sendiri dan apabila barang itu diminta pihak musta'jir dapat 

menyerahkan. 

b) Kemanfaatan memiliki nilai jual menurut syarat. 

c) Upahnya diketahui oleh kedua belah pihak (mu'jir dan musta'jir). 

3) Syarat shighat ijab qobul (ucapan serah terima) 

Syarat shighat dalam ijarah ada batasan waktu yang 

ditentukan.  

 

b. Rukun-Rukun Ijarah 

Menurut jumhur ulama rukun ijarah dibagi menjadi 4 bagian yaitu: 

1) Orang yang berakad (aqid)  

 
52Subairi, Fiqh Muamalah, Juli 2021,  995. 
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Orang yang melakukan akad ijarah ada dua orang yaitu 

mu'jir adalah orang yang memberikan upah atau yang menyewakan 

dan musta’jir adalah orang yang menerima upah untuk melakukan 

sesuatu dan menyewa sesuatu. Akad ijarah adalah suatu perjanjian 

yang bertujuan untuk memindahkan manfaat (hak guna) suatu 

barang selama periode masa berlaku akad ijarah, yaitu setelah 

pembayaran upah sewa, tanpa diikuti oleh pergatian kepemilikan 

atas barang tersebut. 

2) Sighat akad 

Mu'jir dan musta’jir melakukan ijab dan qobul merupakan 

ungkapan, penyataan dan penjelasan yang keluar dari salah seorang 

yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan 

akad ijarah. 

3) Upah (ujroh) 

Mustajir diberi imbalan atas pekerjaan yang dilakukan atau 

untuk kepentingan mujiri. Syarat-syarat sebagai berikut : 

a) Jumlahnya diketahui secara jelas dan detail.  

b) Pengawai khusus seperti hakim tidak boleh mengambil uang dari 

pekerjaannya karena sudah dapat gaji khusus dari pemerintah.  

c) Uang yang harus diserahkan bersama dengan penerimaan barang 

yang disewa. Apabila lengkap manfaat yang disewa maka uang 

sewanya harus lengap. 
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4) Manfaat 

Manfaat yang disebutkan di sini adalah manfaat ijarah . Oleh 

karena itu, hasil merupakan suatu cara untuk mengetahui 

ma’qudalaih (barang) yaitu “dengan menjelaskan manfaatnya, 

batasan waktu dan jenis pekerjaan”. 

a) Harta benda dalam ijarah dapat dimanfaatkan secara langsung 

dan harta benda tidak cacat yang berdapak terhadap penghalangan 

fungsinya. Tidak bolehkan akad ijarah atas harta benda yang 

masih dalam penguasaan pihak lain, bukan kedua belah pihak. 

b) Pemiliknya dengan jelas menggambarkan kualitas dan manfaat 

barang, tanpa ada yang disembunyikan tentang keadaan 

barangnya tersebut. 

c) Harta yang dijadikan obyek ijarah adalah harta isti'mali, yaitu 

harta yang dapat digunakan berkali-kali tanpa merusak harta 

benda dan pengelolaannya. Sedangkan isti’hlaki adalah harta 

benda yang rusak atau berkurang akibat penggunaannya. 

d) Manfaat dari objek ijarah tidak bertentangan dengan hukum 

Islam. 

e) Objek yang disewakan manfaat langsung dari sebuah benda. 

Contohnya seperti menyewa ruko untuk urusan bisnis, 

mengendarai sepeda motor dan lain sebagainya.53 

 

 
53 Akhmad Farroh Hasan, Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Konteprer (Teori Dan 

Praktek), UIN Maliki Malang prees, Oktober 2018. 54-55. 
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4. Prinsip-prinsip Ijarah 

a. Kesepakatan, kerelaan antara pekerja dan pemberi kerja 

Islam melarang adanya unsur paksaan yang dapat merugian 

salah satu pihak dimana hal tersebut akan mengakibatkan seseorang 

masuk kedalam memakan harta sesamanya dengan cara yang bathil. 

Firman allah swt dalam surat An-Nisaa ayat 29 sebagai berikut : 

 

ِب َِامْوَِاَِيَيَ  هَاالَّذ ينَءَامَنُ وْالَِتََْكُلُوْا ِبِِ لَكُمْ نَكُمْ ِالْبَِي ْ ِت ِاِ ط ل  ِتَكُوْنَ أَنْ ِعَنِِْاَِلََّّ رَةً
نْكُمِْ يْمًااَِوَلَِِتَ قْتُ لُوْاِقلىتَ راَضٍِم   كَِاِنَِب كُمِْرَح   نْ فُسَكُمِْجِِإ نَِّآلَله

Artinya : 

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam 

perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. 

Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha 

Penyayang kepadamu”.(QS.An-Nisaa : 29)54 

 

b. Mencukupi Kebutuhan Dasar 

Upah yang baik akan mencukupi kebutuhan dasar para 

karyawan. Misalnya saja dengan terpenuhinya kebutuhan pokok maka 

karyawan akan merasa diperhatian oleh perusahaan sehingga tercipta 

hubungan baik antara karyawan dengan perusahaan dan menciptakan 

loyalitas karyawan terhadap perusahaan. Berdasaran sabda Rasulullah : 

ِهُرَيْ رَةَِ ْ ِأَبِ  ِالنَّب  ِ عَنْ ِعَن  ِيَِاُللهِعَنْهُ ِ:ِِِِرَض  ِقَلَ ِوَسَلَّمَ صَلَّىِاُللهِعَلَيْه 
ِمَاِيطُ يْقُِ ِإ لَِّ نَِالْعَمَل  ِوَلَِِيُكَلَّفُِم  ِطعََامُهُِوكَ سْوَتهُُِالْب مَعْرُوْف   ل لْمَمْلُوْك 

 
54Terjemah Q.S An-Nisaa : 29,https://quranforandroid.comdiakses pada 17 September 2023 

https://quranforandroid.com/
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Artinya : 

“Seorang budak itu berhak mendapatkan pangan dan sandang (dari 

tuannya) dan janganlah dia dibebani atas suatu pekerjaan melainkan 

sesuai dengan kemampuannya”. (HR. Muslim) 

 

c. Proporsional dan transperan 

Upah merupakan hasil dari kinerja seseorang. Dengan adanya 

salah satu tolak ukur penentuan upah yang proporsional adalah yang 

sesua dengan jod desc yang melekat pada tiap-tiap pekerjaan. Firman 

allah SWT dalam al-quran pada ayat berikut : 

ِمَاسَعَىوَأَنِْلَّيْسَِلِ   لْْ ِنَسن ِإ لَِّ
Artinya: 

“Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang 

telah diusahakannya”(QS. An-Najm:39).55 

  

Berfirman mengenai keadilan dalam pemberian kompensasi 

dalamayat berikut : 

لُوْاِ ِمّ  َّاِعَم  وَل كُلٍ ِدَرَجَت 
 وَل يُ وَف  يَ هُمِْأَعْمَلَهُمِْوَهُمِْلَِِيظُْلَمُونَِصلىِِ

Artinya : 

“Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah 

mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) 

pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan”.(QS.Al-

Ahqaf : 19)56 

 

 

 
55Terjemah Q.S An-Najm:39,https://quranforandroid.comdiakses pada 17 September 2023 
56Terjemah Q.S Al-Ahqaf : 19,https://quranforandroid.comdiakses pada 17 September 2023 

https://quranforandroid.com/
https://quranforandroid.com/
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d. Partnership Relationship 

هُمِْإ خْوَانُكُمِْجَعَلَهُمُِاُللهِتََْتَِأيَْد يْكُمِْفأََطْع مُوْهُمِْمّ َّاِتََْكُلُوْنَِوَألَْب سُوْهُمِِْ
نُ وْهُمِْمّ َّاِتَ لْبَسُوْنَِوَلَِِتُكَل  فُوْهُمِْ ع ي ْ كَِلَّفْتُمُوِْهُمِْفأََِ  مَايَ غْل بُ هُمِْفإَ نْ

Artinya : 

“Mereka adalah saudara-saudaramu yang dijadian Allah tunduk 

dibawah kekuasaanmu. Oleh karena itu berilah mereka makan 

sebagaimana yang kamu makan, berilah mereka pakaian sebagai mana 

yang kamu pakai, dan janganlah kamu membebani mereka di luar 

kemampuannya. Jika kamu memberikan beban kepada mereka maka 

bantulah mereka”.(HR.Muslim) 

 

e. Tidak menunda hak karyawan 

Menunda-nunda pemenuhan hak-hak karyawan dengan cara 

menahan atau menguragi upahnya tanpa alasan yang kuat. nyata dan 

dibenarkan adalah kezaliman. Rasulullah menganjurkan memberi upah 

segera mungkin karena upah adalah hak pekerja yang harus segera 

dipenuhi. Rasulullah bersabda : 

ِِ رَأُجْرَةَهُِقَ بْلَِأَنِْيَّ فَّ ي ْ ِعَرَقهُُِأَعْطوُْاالََْج 
Artinya :  

“Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya mengering”. (HR. 

Ibnu Majah)57 

f. Tidak mengeksplotasi tenaga kerja 

ِْمَوَاز يِْمَاخَِف َّفْتَِعَنِْخَِ كَِكَِأَجْراًف   كَِنِ اد م كَِم نِْعَمَل ه 
 

57Al-Qazwini Ab Muhammad ibnu Yazd, “Sunan Ibnu Majah, juz II”,(Berut : Dar al-Ahya 

al-Kutup al-Arabyyah, 2008), 20. 
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Artinya : 

“Keringanan yang kamu berikan kepada budakmu maka itu menjadi 

pahala timbangan amalmu”. (HR. Ibnu Hibban)58 

 

5. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Upah (Ijarah) 

Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penentuan tingkat upah 

sebagai berikut :59 

a. Penawaran dan permintaan tenaga kerja 

Pekerjaan membutuhkan keterampilan meskipun hanya sedikit 

pekerja yang memiliki gaji tinggi. 

b. Organisasi buruh 

Keberadaan organisasi serikat pekerja, maka semakin membuat 

posisi tawar para pekerja semakin tinggi. 

c. Kemampuan perngusaha untuk membayar 

d. Produktivitas pekerja/buruh 

Tingginya prestasi-prestasi yang diberikan oleh karyawan dalam 

kinerjanya maka akan semakin besar upah yang terima. 

e. Biaya hidup itu termasuk biaya kehidupan sehari-hari. 

f. Konsistensi internal dan eksternal.60 

 

6. Orang Yang Mendapatkan Upah (Ijarah) 

Ada beberapa orang yang berhak mendapatkan upah yaitu sebagai 

seberikut : 

 
58Ahmad Ibnu al-Husan, Sya’bu al-iman,(Riyadh : Matabah ar-Rusydi, 2023). 
59Moekijat, SistemAkuntasi, Ed Ketiga, (Yogyakarta :BPFE, YPN, 1993), 14-15. 
60 Muhammad Agus, ManajemenSumber Daya Manusia, (Jakarta : PT Grameda Pustaka 

Utama, 1992), 142-143. 
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a. Menyelesaikan pekerjaannya berarti Pekerjaan membutuhkan 

keterampilan meskipun hanya sedikit pekerja yang memiliki gaji tinggi. 

Misalnya menyelesaikan menanam padi. 

b. Keuntungan bagi pemberi kerja adalah mereka yang memenuhi syarat 

gaji tersebut harus mampu menjalankan tugas mujiri dan musta'jirnya. 

c. Dan itu bisa menjadi keuntungan besar bagi pengguna. Pengusaha 

hanya membayar pekerja untuk menghasilkan pekerja yang lebih baik, 

misalnya untuk mengeringkan padi. 

 

Ada hal yang bisa merusak tidak bisa mendapatkan upah yaitu : 

menurut Imam asy-syafi’i dan Imam Hambali bahwa apabila majikan tidak 

menerima hasil pekerjaan dari si buruh, maka si buruh tidak mendapatkan 

upah karena majikan tidak menerima kemanfaatan dari si buruh.61 

 

7. Cara Pengupahan 

Ada beberapa cara pengupahan yaitu sebagai berikut : 

a. Upah Langsung 

Upah yang diberikan kepada pekerja setelah menyelesaikan 

pekerjaannya. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis berikut ini : 

ِالْوَل يْد الد  مَشْق ي , ِبْنُ ثْ نَاالْعَبَّاسُ ِسَع يْد بْنِ  حَدَّ ِبْنُ ثْ نَاوَهْبُ عَط يَّةِِ حَدَّ

ِزيَْنِ  السَّلم يِ  ِبْنُ ِعَبْدُالرَّحَْْن  ثْ نَا ِعَبْد الله ِِبْنِ ِحَدَّ ِعَنْ ِأب يْه , ِعَنْ أسْلمَ,

 
61  Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, TerjemahanMahyudiSyaf, (Bandung : PT. Al-Ma’arif, 

1994), 193. 
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ِقاَل :ِ ِقاَل ِعُمَرَ, ِ بْن  ِاُلله ِصَلَّى ِالله  ِ:ِِرَسُوْلُ ِوَسَلَّمَ عَليْه 
ِعَرَقَهُِ)أَخْرَجَهِا بْنُِمَاجَهُِ( رَأجْرَهُِقَ بْلَِأَنَِّيَّ فَّ ي ْ  أعْطوْاالََج 

Artinya : 

“Al-‘Abbas ibn al-walid al-Dimasyqiy telah memberikan kepada kami, 

(katanya) Wahb ibn Sa’id ibn ‘Athiyyah al-Salamiy telah memberikan 

kepada kami, (katanya) ‘Abdu al-Rahman ibn Zaid ibn Salim telah 

memberikan kepada kami, (berita itu berasal) dari ayahnya, dari 

‘Abdillah ibn ‘Umar dia berkata : Rasulullah saw. telah berkata : 

“berikan kepada buruh ongkosnya sebelum kering  keringatnya”. (H.R. 

Ibnu Majah). 

 

b. Upah Tidak Langsung 

Upah tidak langsung adalah upah yang diberikan kepada pekerja 

setelah menyelesaikan pekerjaannya dengan cara membayar setengah 

dari hak upah yang akan diberikan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh 

Imam Syafi’i : 

ِيَ نْع ق دُلِيََسْتَط يْعُِِهُِ)قَ وْلُِ ِإ ذَاأَحَدكُُمْ ِاِبِِ ِالشَّاف ع ى( ِفَ قَدْكَ ِرَة  ِمَِنَِلَُْجْ تْ
.ِ ِوَالطَّاعَم  هْكَِاالت َّوْب   ايُُْاتَجُِإ ليَ ْ

 

Artinya : 

“Apabila kamu berakad (transaksi) tidak mampu membayar (secara 

langsung) maka cukupilah kebutuhannya (pekerja) seerti baju dan 

makanan.62 

 

 

 
62 Ifdlolul Maghfur, Sistem Upah Menurut Ulama Fiqih (Syafi’iyah) dalam Kitab Al-Unum 

(Teori Dan Praktek Sistem Upah), www.jurnal.yudharta.ac.id diakses pada tanggal 2 Setember 

2023, 76. 

http://www.jurnal.yudharta.ac.id/
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8. Ijarah Dalam Hukum DSN MUI 

Pada fatwa DSN MUI terdapat berbagai macam fatwa dan 

pedoman-pedoman dalam bermuamalah. Di dalam salah satu fatwa DSN 

MUI No.112/DNS/MUI/IX/2017 terdapat pembahasan mengenai akad 

ijarah. 

a. Ketentuan terkait shight akad ijarah 

1) Harus dinyatakan atau dikatakan secara tegas dan jelas serta 

dimengerti oleh mu’jir dan musta’jir, supaya tidak terjadi kekeliruan 

yang tidak diinginkan. 

2) Akad ijarah dapat dilakukan via eletronik (media sosial atau lainnya) 

yang dilakukan sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

b. Ketentuan terkait Ujrah 

1) Ujrah boleh berupa uang, manfaat barang, jasa, atau barang yang 

boleh dimanfaatkan menurut syariat (mutaqawwam) dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

2) Kualitas ujrah harus jelas, baik berupa angka nominal, prosentase 

tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak 

yang melakukan akad. 

3) Ujrah boleh dibayar secara tunai, bertahap/angsur dan tangguh 

berdasarkan kesepakatan sesuai dengan syariah dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 
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4) Ujrah yang telah disepakati boleh ditinjau ulang atas manfaat yang 

belum diterima oleh Musta’jir sesuai kesepakatan.63 

 

9. Ijarah Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) 

Peraturan tentang ijarah dalam komplikasi hukum ekonomi syariah 

terdapat dalam bab XI, yaitu : 

a. Rukun Ijarah Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 

Pada dasarnya, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES) 

telah mengatur pasal-pasal tentang rukun dengan syariah Islam. Jika 

rukun tidak memenuhi persyaratan yang berlaku, maka rukun dinilai 

tidak sah. Menurut pasal 291, 297, 298, 299 dan 300 dalam KHES, ada 

sejumlah yang harus dipenuhi ketika melakukan akad,64 yakni sebagai 

berikut : 

1) Kalimat yang digunakan harus jelas dalam shigat ijarah, dan dalam 

akad ijarah dapat dilakukan dengan lisan, tulisan dan isyarat. 

2) Pada akad ijarah dapat diubah, diperpanjang dan dibatalkan 

berdasarkan kesepakatan awal. 

3) Akad  ijarah bisa diberlakukan untuk waktu yang akan datang dan 

para piha yang melakukan akad masih belum berlaku. 

4) Akad ijarah yang telahdisepakati tidak dapat dibatalkan karena ada 

penawaran yang lebih tinggi dari pihak ketiga. 

 
63 Fatwa Dewan Nasional Al-Majelis Ulama Indonesia, No.122/DSN-MUI/IX/2017 

64 Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah: Edisi 

Revisi, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011), 80.. 
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5) Jika pihak yang menyewa menjadi pemilik dari dari harta yang 

diijarakan, maka akad ijarah berakhir dengan sendirinya dan berlaku 

pada ijarah jama’i/kolektif.65 

 

b. Syarat Pelaksanaan dan Penyelesaian Ijarah Kompilasi Hukum 

Ekonomi Syariah 

Selain rukun ijarah, adapun syarat pelaksanaan dan penyelesaian 

ijarah dalam ketentuan-ketentuannya pada pasal 301, 302,303,304,305, 

dan 306, sebagai berikut : 

1) Untuk menyelesaikan suatu proses akad ijarah, pihak-pihak yang 

melakukan akad harus mempunyai kecakapan melakukan perbuatan 

hukum. 

2) Akad ijarah dapat dilakukan dengan tatap muka maupun jarak jauh. 

3) Pihak yang menyewa benda haruslah pemilik, wakilnya, atau 

pengampunya. 

4) Pencatuman benda ijarah harus dicantumkan dalam akad ijarah. Jika 

penggunaan benda ijarah tidak dinayatakan secara pasti dalam akad, 

maa benda ijarah digunakan berdasarkan aturan umum dan 

kebiasaan. 

5) Jika salah satu syarat dalam akad ijarah tidak ada, maka akadnya 

batal. 

6) Uang ijarah tidak harus dibayar apabila akad ijarahnya batal dan 

harga ijarah yang wajar (ujrah Al-Mitsli) adalah harga ijarah yang 

ditentukan oleh ahli yang berpengalaman dan jujur.66 

 
65 Ahmad Mujahidin, Kewenangan da prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syariah di 

indonesia, 188. 
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c. Uang Ijarah Dan Cara Pembayarannya Dalam Kompilasi Hukum 

Ekonomi Syariah (KHES) 

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), hal yang 

berkaitan dengan uang ijarah dan cara pembayarannya yaitu pada pasal 

307 dan 308, yakni sebagai berikut : 

1) Jasa penyewaan berupa uang, surat berharga dan bendan lain. 

Berdasarkan kesepakatan dan jasa penyewaan dapat dibayar atau 

tanpa uang muka, pembayaran didahulukan, pembayaran setelah 

objek ijarah selesai digunakan atau diutang berdasarkan kesepakatan. 

2) Uang muka ijarah yang sudah dibayar tidak dapat dikembalikan 

kecuali ditentukan dalam akad. Uang muka harus dikembalikan oleh 

pihak yang menyewakan, jika pembatalan ijarah dilakukan oleh 

pihak yang menyewakan. Uang muka ijarah tidak harus 

dikembalikan oleh pihak yang menyewakan, jika pembatalan ijarah 

dilakukan oleh pihak yang akan menyewa.67 

 

d. Harga dan Jangka Waktu Ijarah Dalam Kompilasi Hukum 

Ekonomi Syariah (KHES) 

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mempunyai 

ketentuan yang berkaitan dengan harga dan jangka waktu ijarah 

dijelaskan dalam pasal 315, 316 dan 317. yaitu sebagai berikut :  

 
66 Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah: Edisi 

Revisi, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011), 81.. 
67  Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah: Edisi 

Revisi, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011), 83. 
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1) Nilai atau harga ijarah antara lain ditentukan berdasarkan satuan 

waktu. Satuan waktu itu adalah menit, jam, hari, minggu, bulan dan 

tahun. 

2) Awal waktu ijarah ditetapkan dalam akad atas dasar kebiasaan dan 

waktu ijarah dapat diubah berdasarkan kesepakatan para pihak. 

3) Kelebihan waktu dalam ijarah yang dilakukan oleh penyewa, harus 

dibayar berdasarkan kesepakatan atau kebiasaan.68 

 

B. Mesin Combine Harvester 

1. Pengertian Combine Harvester 

Combine Harvester atau mesin panen modern adalah mesin 

serbaguna yang dirancang untuk mengefesiensi waktu memanen berbagai 

jenis tanaman biji-bijian dari lahan untuk menghasilkan biji-bijian bersih, 

dirontokkan, dikumpulkan di tangki mesin dan dibersihkan secara berkala 

kemudian diproses lebih lanjut.69 

Combine merupakan alat pemanenan padi yang dapat memotong 

bulir tanaman yang berdiri, merontok dan memberikan padi sambil 

berjalan di lahan (sawah). Saat ini, musim panen lebih singkat 

dibandingkan pekerjaan manual (manusia) dan tidak memerlukan banyak 

pekerjaan, termasuk memanen. Mengunakan combine ini memerlukan 

 
68  Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah: Edisi 

Revisi, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011), 84. 
69 Fifi Handayani, Analisis Hukum Ekonomi Islam TerhadapSistem Upah PekerjaMesin 

Combine Harvester Di Marioriawa Kabupaten Soppeng, Diss. Iain Parepare, 2022. 
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investasi yang besar dan tenaga terlatih yang dapat mengoperasikan 

combine ini.70 

Combine ini terdiri dari beberapa bagian yaitu pengait dan 

pengarah (reel guider), pemotong batang padi, membawa hasil potongan 

batang padi (conveyer), perontok dan pembersih (sheller and cleaner), 

pintu pengeluaran jerami dan kotoran (chaff outlet), rangka utama (main 

frame), pengeluaran hasil (grain outlet), pengendalian (controller), dan 

diaroda (track).71 

Sebagai alat panen padi combine ini mempunyai pisau yang 

panjangnya sekitar 120 cm. Alat pemotong akan bergerak di saat mesin 

dijalankan dan memotong padi dihadapannya. Mesin combine bekerja 

secara otomatis dengan kecepatan memotong padi hingga 50% lebih 

efisien dari pekerjaan manual.  

 

2. Prinsip Kerja Dari Mesin Combine  

a. Mengarahkan tanaman padi menuju bagian pemotong. 

b. Hasil pemotongan masuk kebagian perontok gabah. 

c. Memisahkan gabah berisi dan kosong. 

d. Memotong jerami menjadi bagian yang lebih kecil.72 

 

 

 
70 Barokah, "Uji Kerja Dan Losses Combine Harvester Type Ca 85 MI" (Skripsi Jurusan 

Mekanisme Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian); IPB Bogor 2001, 10. 
71 Kementerian Pertanian, Laporan Hasil Pengujian Mesin Panen Multikomoditi 

(Multicomodity Combine Harvester) (Banten : Balai Besar Pengembangan Mekanis Mepertanian, 

2017), 2. 
72 Siti Nur Aeni, Kenali Prinsip Dan Cara Mengopeasikan Mesin Combuine Harvester, 16 

November 2022. 



32 
 

 
 

3. Keuntungan Dari Combine Harvester 

a. Dapat mengurangi biaya pemanenan dan perontok. 

b. Waktu pemanenan menjadi singkat.  

c. Kebutuhan tenaga kerja berkurang.  

d. Lahan dapat lebih cepat bersih untuk kegiatan pengelolahan lahan tanah 

kembali. 

e. Jerami terdistribusi di atas tanah serta proses pemasaran dari produksi 

ataupun hasil panen dapat segera dilakukan. 

f. Sehingga kehadiran mesin pemanenpa di combine di anggap mampu 

meningkatkan efisien panen.73 

  

 
73 Noufal Fadlul Rahman, Sofyan, Dan Agustina Arida, "Analisis Penggunaan Combine 

Harvester Terhadap Pendapatan Petani Dari Usaha tani Padi Di Desa Lambunot Kecamatan 

Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar"Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian,  E-ISSN: 2614-6053 P-

ISSN: 2615-2878, Vol 6, No. 4, November 2021,205. 
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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis Dan Sifat Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian 

yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang 

terjadi pada kelompok masyarakat. Oleh karena itu, penelitian disebut juga 

studi kasus atau studi kasus dengan metode deskriptif kualitatif. 1 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mencoba memahami fenomena 

dalam seting dan konteks naturalnya (bukan di dalam laboratorium) di 

mana penelitian tidak berusaha untuk memanipulasi fenomena yang 

diamati.2 

Field Research disini adalah penelitian tentang sistem upah jasa 

combine harvester perspektif hukum ekonomi syariah studi kasus di 

Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji. 

 

2. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif . Penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang didasarkan pada gagasan, konsep dan 

 
1Suharsimi Arikuto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, cet. ke 15, (Jakarta : 

Rineka Cipta, 2013), 121. 
2Samiaji Sarosa, Penelitian Kualitatif,  (Jakarta : Indeks, 2012), 7 
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penggunaan model dengan mendefinisikan masalah berdasarkan hasil 

temuan.3 

Sehingga dalam penelitian ini akan tergambarkan bagaimana 

sistem upah jasa combine harvester perspektif hukum ekonomi syariah 

studi kasus di Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji. 

 

B. Sumber Data 

Sumber data merupakan sumber dari mana dapat diperoleh. Dalam 

penelitian sumber data ini dapat dibagi menjadi 2 macam yaitu : 

1. Sumber Data Primer 

Data primer adalah data yang peneliti peroleh atau dikumpulkan 

langsung dari sumbernya. Untuk mendapatkan data primer peneliti wajib 

mengumpulkannya secara langsung. 4  Dengan demikian, maka teknik 

sampel yang digunakan yaitu quota sampling. Quota sampling adalah 

teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri 

tertentu sampai jumlah (kouta) yang diinginkan. 5  Berikut ini adalah 

kriteria yang digunakan dalam menentukan sumber primer : 

a. Pemilik combine harvester yang memilikinya sekitar 3+ tahun (bapak 

Handi, bapak Agus dan bapak Budi),akan mendapatkan penjelasan 

tentang sistem upah jasa combine harvester, perjanjian kerja dan cara 

 
3Abdulrahmat Fatoni, Metode Penelitian Dan Teknik Penyusun Skipsi, (Jakarta : PT Rineka 

Cipta, cet.II), 97. 
4Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, cet. ke 15, (Jakarta : 

Rineka Cipta, 2013), 172 & 129 
5Sugiyono, Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, (Bandung : Alfabeta, 

2016), 85. 
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pengupahan berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah dan 

lainnya yang ingin dipertanyakan oleh peneliti. 

b. Ketua kelompok tani (bapak Wawan), akan mendapatkan seputaran 

lingkungan dan keadaan seputaran pemanenan menggunakan combine 

harvester.  

c. Pemilik sawah (bapak Asep dan bapak Eko), yang bisa mendapatkan 

alasan-alasan menggunakan combine harvester, dan kesepakatan 

dengan pemilik combine harvester. 

 

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh lewat pihak 

lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya.6 

Seperti buku, artikel jurnal, dokumen, skripsi dan lain-lainnya yang terkait 

dengan sistem upah jasa combine harvester perspektif hukum ekonomi 

syariah (studi kasus di Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji). Adapun buku 

dan jurnal yang digunakan sebagai sumber data sekunder diantaranya : 

a. Akhmad Farroh Hasan, Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Konteprer 

(Teori Dan Praktek), UIN Maliki Malang Prees, Oktober 2018. 

b. Fatwa Dewan Nasional Al-Majelis Ulama Indonesia, No.122/DSN-

MUI/IX/2017 

c. Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Ekonomi 

Syariah: Edisi Revisi, Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan 

Agama, 2011. 

 
6 Chalid Azwar Dan Abu Achamadi, Metodologi Penelitian ,(Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 

4. 
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d. Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung 

: Alfabeta, 2016. 

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan 

oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Proses pengumpulan data yang harus 

dilakukan secara sistematis dengan prosedur standar.7 Dalam penelitian ini, 

penelitian menggunakan metode pengumpulan data, seperti : 

1. Wawancara 

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dan penelitian 

yang menggunakan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber yang 

muncul dalam satu cara, yaitu pertanyaan-pertanyaan dari pewawancara 

dan jawaban-jawaban yang diberikan oleh pewawancara. Jenis wawancara 

yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu wawancara yang 

dilakukan dengan membuat pertanyaan-pertanyaan sebelum dilakukannya 

wawancara. Selama wawancara, peneliti membaca pertanyaan yang 

dikembangkan dan mencatat serta menganalisis pertanyaan yang telah 

dijawab .8 

Teknik wawancara digunakan ketika peneliti perlu berkomunikasi 

atau berkomunikasi dengan responden. Wawancara terbagi menjadi dua 

jenis, yaitu wawancara informal dan wawancara terstruktur. Peneliti 

 
7 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D, (Bandung : Alfabeta, 2012). 

224. 
8Muhammad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam, Depok; Raja Grafindo, 2013). 108. 
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melakukan wawancara dengan cara bertatap muka langsung dengan 

pemilik combine harvester, pemilik sawah/lahan dan kelompok tani. 

a. Purposive Sampling adalah teknik pengambilan sampel, penentuan 

sumber data atau sampel secara purposive dilandasi dengan tujuan atau 

pertimbangan tertentu. Peneliti ingin mengungkap tentang karakteristik 

penduduk yang memiliki combine, yaitu sebagai berikut : 

1) Keseluruhan pemilik combine di desa ini sebanyak 12 dan combine 

dari luar desa 5, akan tetapi yang saya gunakan  untuk pengambilan 

sampel 3 pemilik combine. 

2) Kepemilikan combine yang sudah 3-4 tahun. 

3) Diambil per RK, maksudnya 1 RK diambil sampel sebanyak 1 orang 

pemilik combine. 

b. Snowball Sampling adalah teknik pengambilan sumber informasi mulai 

dari sedikit kemudian makin lama makin besar jumlah sumber 

informasinya, sampai pada akhirnya benar-benar dapat diketahui 

sesuatu yang ingin diketahui. Seperti dari wawancara pertama belum 

menemukan titik kejelasan maka akan bertanya lagi kepada narasumber 

berikutnya. 

 

2. Dokumentasi 

Proses pengumpulan data dengan dokumentasi adalah 

pengambilan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen. Setiap proses 

pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apa pun, baik itu yang 
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bersifat tulisan, gambaran, atau arkeologis. 9  Dalam penelitian yang 

dilakukan peneliti, fungsi data yang berasal dari dokumentasi lebih 

banyak digunakan sebagai data pendukung dan pelengkap bagi data 

primer yang diperoleh dari wawancara dan observasi secara mendalam. 

 

D. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan bagian penting dalam penelitian, karena 

melalui analisis datalah yang dapat memberikan makna dan arti dalam 

memecahkan masalah penelitian. 10  Dalam penelitian ini analisa data 

kualitatif, dengan cara berfikir induktif, karena data yang diperoleh dari 

penelitian berupa keterang-keterangan dalam bentuk uraian. Kuantitatif 

adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber 

dari tertulis atau ungkapan tingkah laku yang diobservasikan dari manusia. 

Berkatan dengan skripsi ini, metode induktif digunakan untuk menganalisa 

atau mengali data-data yang berupa teori ataupunpendapat dan sebagainya 

yang bersifat khusus, yang terkaitan dengan sistem upah jasa combine 

harvester perspektif hukum ekonomi syariah, seperti dengan menganalisa 

hasil data yang telah didapat kemudian ditarik suatu kesimpulan. 

Setelah peneliti memperoleh data yang diperlukan, maka data tersebut 

diolah dan dianalisa dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu proses 

mencari dan menyusun secara berurutan berdasarkan data yang diperoleh dari 

hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain. sehingga dapat 

 
9 Etta Mamang Sangadji, Sopiah, Metode penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian, 

171 & 302. 
10 Nazair, Metode Penelitian, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011), 346. 



39 
 

 
 

mudah dipahami menjadi sebuah penjelasan mengenai sistem upah jasa 

combine harvester perspektif hukum ekonomi syariah. 

Berdasarkan keterangan yang telah dipaparkan, maka dalam 

menganalisis data, peneliti menggunakan data yang telah diperoleh kemudian 

data tersebut dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif yang 

berangkat dari informasi mengenai pengetahuan yang sifatnya bertitik tolak 

dari khusus. Setelah semua data yang diperlukan didapat, kemudian dianalisis 

dan kesimpulan bahwa metode analisis yang peneliti gunakan dalam 

penelitian adalah metode yang cenderung menggunakan analisis untuk 

mengemukakan teori dan fakta-fakta nyata dari data yang ada untuk menggali 

pengetahuan tentang upah jasa combine harvester perspektif hukum ekonomi 

syariah.
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran umum Desa Sidang Kurnia Agung  

a. Profil Desa Sidang Kurnia Agung 

 

Gambar 4.1 Peta Desa Sidang Kurnia Agung 

Kacamatan Rawajitu Utara 

 

Desa Sidang kurnia Agung mulanya ikut kecamatan Rawajitu 

Utara Kabupaten Tulang Bawang pada awal penempatan tranmigrasi 

jumlah kepala keluarga 400 KK yang terbagi 4 RK dan 12 RT dengan 

luas wilayah 1.000 Ha. Dengan surat keputusan/perda Direktorat 

penyiapan Areal pemukiman dan Direktor jendral pemukiman 
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Departema Trasmigrasi dan PPH kantor Wilayah provinsi lampung 

nomor :18/1996 tangal 24 Desember 1996 Tentang peta Racikan Desa 

Sidang kurnia Agung. 

Keanehragaman masyarakat yang berinteraksi apa lagi keluar 

rumah karena kondisi jalan yang menjadi salah satu penyebab orang 

malas keluar rumah dan kesibukan mereka mengurus urusan pribadi 

yang di satu sisi menyebabkan ketidak pedulian anatara sesama. 

Dalam kelembagaan masyarakat Desa Sidang Kurnia Agung 

sudah cukup baik namun peran lembaga kemasyarakatan akan mampu 

sejauh mana mengatasi permasalahan sosial ekonomi dan budaya 

dimasyarakat.  

Manakala prasarana dan sarana penunjang kerja mereka juga 

kurang memadai sehingga dengan keterbatasan tersebut kinerja mereka. 

Situasi ini juga berdampak pada pisilogis masyarakat yang tidak bisa 

merespon apa yang menjadi harapan yakni masyarakat sejahtera. Hal ini 

terlihat dari sebagaian besar mata pencaharian adalah bertani sehingga 

masyarakat banyak bergantung pada masyarakat pertanian. 

Keberhasilan masyarakat dibidang pertanian juga harus 

didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai sehingga 

pertumbuhan perekonomian yang diharapkan masyarakat dapat berjalan 

dengan baik. 

Tahun demi tahun masyarakat desa sidang kurnia agung sabar 

menghadapi permasalahan yang ada hingga akhirnya walau belum 
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100% sudah merasakan adanya bantuan-bantuan baik dari segi 

pembangunan perekonomian hasil dari kerja keras dari pihak-pihak 

terkait. 

Nama-Nama Kepala Desa Sebelum dan Sesudah Berdirinya Desa 

Sidang Kurnia Agung 

No Periode Nama Kepala Desa Keterangan 

1 1990 s/d 2000 Mujito Definitif 

2 2000 s/d 2001 Supriyo PJS 

3 2001 s/d 2006 Hariyanto Definitif 

4 2007 s/d 2011 Supriyanto Definitif 

5 2012 s/d 2018 Supriyanto Definitif 

6 2019 s/d Sekarang Budiyanto Definitif 

Tabel 4.1. Nama-Nama Kepala Desa Kurnia Agung 

Pada tahun 2008 mekarlah pula kabupaten tulang bawang 

menjadi 3 kabupaten yaitu kabupaten tulang bawang, kabupaten tulang 

bawang barat, kabupaten Mesuji. dan desa sidang kurnia agung 

termasuk kecamatan rawajitu utara kabupaten Mesuji. Adapun batas-

batas administrasi desa Desa Sidang Kurnia Agung Kecamatan 

Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji, yaitu : 

1) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sidang Way Puji. 

2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Medasari (RJS). 

3) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sidang Bandar Anom. 

4) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sidang Iso Mukti.1 

 

 
1Sejarah Desa https://sidangkurniagung.desa.id  diakses 4 November 2023 pukul 10:25 

https://sidangkurniagung.desa.id/
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Luas Desa Sidang Kurnia Agung 1.000 Ha 

No Jenis Lahan Luas 

1 Tanah Sawah 883 Ha 

2 Tanah Pemukiman   99 Ha 

3 Tanah Peladangan        Ha 

4 Tanah lain-lain    11 Ha 

Tabel 4.2. Luas desa sidang kurnia agung 

 

b. Demografi 

Desa Sidang Kurnia Agung Kecamatan Rawajitu Utara 

Kabupaten Mesuji terdiri dari 2005 jiwa dengan perincian penduduk 

laki-laki sebanyak 1009 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 996 

jiwa. Sedangkan jumlah Kartu Keluarga sebanyak 559 KK.  Data 

pengenai tingkat Pendidikan di Desa Kurnia Agung disajikan table 

berikut : 

No Tingkat Pendidikan Jumlah 

1 Sekolah Dasar (SD) 623 Jiwa 

2 Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (SLTP) 406 Jiwa 

3 Sekolah Lanjut Tingkat Atas (SLTP)/Diploma 235 Jiwa 

4 Putus Sekolah 37 Jiwa 

5 Buta Huruf 3 Jiwa 

Tabel 4.3. Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Kurnia Agung 

 

c. Keadaan Keagamaan 

Dalam hal agama, penduduk Desa Kurnia Agung mayoritas 

beragama Islam. Di daerah ini kesadaran warga dalam beribadah sangat 
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baik, kepedulian masyarakat terhadapa agama sangat besar. Hal ini 

dibuktikan dengan adanya masjid, Mushollah, Madrasah Diniyah, 

Pondok, mengadakan rutinan pengajian Selasa, Minggu Pon, dan hari 

Jumat, Berzanji, Yasinan bapak-bapak dan masih banyak lagi.2 Data 

penduduk mengenai keagaman disajikan dalam table berikut ini : 

No Keagaman Jumlah 

1 Islam 1963 Jiwa 

2 Kristen   22 Jiwa 

3 Hindu   7 Jiwa 

Tabel 4.4. Keagamaan Penduduk Desa Kurnia Agung 

 

d. Keadaan Sosial Ekonomi 

Hampir mayoritas yang bekerja diberbagai pemerintah di Desa 

Kurnia Agung ini, bekerja sebagai petani dan mempunyai sawah. 3 

Sebagai berikut data-datanya: 

 

No Pekerjaan Jumlah 

1 PNS/TNI/POLRI 3 Orang 

2 PENSIUN PNS/TNI/POLRI 9 Orang 

3 Guru 28 Orang 

4 Bidan/Perawat 3 Orang 

5 Karyawan Swasta 5 Orang 

6 Pedagang 35 Orang 

7 Petani 563 Orang 

8 Tukang 7 Orang 

 
2 Hasil Wawancara Dari bapak Am Di Desa Kurnia Agung, 20 November 2023 
3 Hasil Wawancara Dari Pegawai Di Desa Kurnia Agung, 20 November 2023 
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9 Sopir 2 Orang 

10 Buruh 7 Orang 

Tabel 4.5. Keadaan Sosial Ekonomi Desa Kurnia Agung 

 

No Mesin Modern Jumlah 

1 Combine Harvester 12 Pemilik 

2 Mesin tanam 5 Pemilik 

3 Jonder 8 Pemeilik 

4 Bajak + 50 Pemilik 

Tabel 4.6. Pemilik Mesin Modern Desa Kurnia Agung 

 

B. Pembahasan 

1. Cara Membuat Kesepakatan Kerja Antara Pemilik Jasa Dan 

Pengguna Jasa Combine Harvester 

Warga masyarakat Desa Sidang Kurnia Agung Kacamatan 

Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji sebagian besar permata pencaharian 

sebagai petani kurang lebih hampir keseluruhan sebagai petani akan tetapi 

ada beberapa berdagang dan berternak. Dalam menyikapi kesepakatan 

untuk para pekerja sebenarnya bukan hal yang begitu mudah untuk adanya 

kesepakatan antara jasa dan pemilik jasa perlu memerlukan prokontra yang 

mendalam. Jadi setiap pekerjaan harus memiliki perjanjian atau 

kesepakatan sebelum adanya pekerjaan agar tidak mudah terjadi yang 

kesalah fahaman. 

Perjanjian ijarah tidak terlepas dari pelaku yang berantraksi, 

shighat, objek akad dan ujrah. Dalam sistem perjanjian baik antara pemilik 
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sawah, pemilik mesin combine dan para pekerja yang diutarakan oleh 

bapak Wawan : 

“Jadi begini, sebelumnya kesepakatan kami lakukan musyawarah 

dengan pemilik sawah terlebih dahulu dan memberi tau terlebih 

dahulu berapa pembagian, apa saja yang akan diberi disaat 

pemanenan dan sudah disiapkan karung dan tali untuk menjahit 

karung dari pemilik combine. Biasanya dari pemilik sawah yang 

membawa karung dan tali sendiri, untuk mulai panen gadu ini 

sudah disiapkan karung dari pemilik combine, jadi sudah tidak 

repot-repot untuk dalam mempersiapkan”.4 

 

Selanjutnya diutarakan oleh bapak Handi : 

“Biasanya ya Ni, perjanjian atau kesepakatan kami lakukan secara 

lisan. Alasannya yang kami lakukan perjanjian secara lisan karena 

sudah saling percaya satu sama lain dan sudah menjadi tradisi 

sejak dulu dikalangan masyarakat Kurnia Agung. Dari kebiasan 

inilah yang mendorong para pemilik combine melakukan 

musyawarah di acara saat satu RT berkumpul mengenai penetapan 

upah combine yaitu biasanya disesuaikan kondisi lapangan atau 

hasil panen petani".5 

 

Kemudian diutarakan kepada bapak asep : 

“Persyaratannya perjanjian kerjasama atau kesepakatan harus 

saling setuju antara pemilik sawah dengan pemilik combine dan 

tidak ada yang ditutup-tutupin. perjanjian atau kesepakatan saya 

laukan dengan pemilik combine dengan bermusyawarah. Dan saya 

tidak mempermasalahkan dari kerjanya, dilihat dari kerjanya 

cukup bagus walaupun terkadang ada yang ketinggalan. Saya 

sebagai pengguna jasanya saya sudah faham dan dalam cara 

pengambilan bawonnya masih kurang benar. Walaupun dengan 

kesepakatan secara lisan harusnya ya diucapkan bila ada 

pemiliknya.6 

 

 
4  Handi, Hasil Wawancara, Desa Sidang Kurnia Agung, Kac. Rawajitu Utara, Kab. 

Mesuji, 27 November 2023 
5 Handi, Hasil Wawancara, Desa Sidang Kurnia Agung, Kac. Rawajitu Utara, Kab. 

Mesuji, 27 November 2023 
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Perjanjian kerjasama adalah suatu perbuatan dengan mana satu 

pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih (Pasal 

1313 KUHPerdata).7 Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia no. 

13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan bab 1 pasal 1 ayat 21 bahwa 

perjanjian kerja bersama merupakan hasil perundingan antara serikat 

pekerja atau serikat buruh atau beberapa serikat pekerja atau serikat buruh 

yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang 

ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau 

pengumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan 

kewajiban kedua belah pihak. Perjanjian kerja dibuat atas dasar : 

a. Kesepakatan kedua belah pihak 

b. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum 

c. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan  

d. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban 

umum, kesusilaan, dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.8 

 

Dalam hukum Islam, kontrak kerja juga menentukan ada atau 

tidaknya kontrak kerja, dijelaskan dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 

282 yang berbunyi : 

 

 
6Bapak Asep, Hasil Wawancara, Desa Sidang Kurnia Agung, Kac. Rawajitu Utara, Kab. 

Mesuji, 27 November 2023 
7 Purwahid Patrik, Dasar-Dasar Hukum Perikatan, (Bandung : Mandar Maju, 1994), 49 
8Undang-Undang Republic Indonesia No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Bab 

IX pasal 52 ayat 1. 
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 ايَ  هَا
ٰۤ
ا الَّذ يْنَِ ي  تُمِْ ا ذَا ا مَنُ وْٰۤ ِ ب دَيْنٍِ تَدَايَ ن ْ

ٰۤ
 وَلْيَكْتُبِْ ِۗ  كْتُ بُ وْهُِ فاَ م سَمًّى اَجَلٍِ ا لَ 

نَكُمِْ   الل  ُِ عَلَّمَهُِ كَمَا يَّكْتُبَِ انَِْ ت بِ  كَا يَْبَِ وَلَِِ ِۗ  لْعَدْلِ  بِِۢ  ت بِ  كَا ب َّي ْ
Artinya : 

"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang-

piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. 

Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan 

benar”. (Q.S al-Baqarah : 282)9 

 

Dalam Islam, agar suatu perjanjian dalam kontrak kerja dapat sah 

maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

a. Jangan melanggar hukum atau peraturan syariah. 

b. Kita berdua harus sepakat dan punya pilihan. 

c. Pastikan untuk bertaruh.10 

 

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, kesepakatan itu 

dikenal dengan ijab dan kabul atau sighat akad. Syarat ini juga diatur 

dalam KHES pasal 25 dimana sighat akad dapat dilakukan dengan jelas, 

baik secara lisan, tulisan dan perbuatan. Menurut pasal 29 Kompilasi 

Hukum Ekonomi Syariah, akad yang sah adalah akad yang disepakati 

dalam perjanjian, tidak mengandung unsur ghalat atau khilaf, dilakukan 

dibawah ikrah atau paksaan. Setiap kesepakatandalam bisnis haruslah jelas 

 
9 Terjemah Al-Qur'an Indonesia https://quran-id.com 
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diketahui oleh para pihak akad agar tidak menimbulkan perselisihan 

diantara mereka.11 

Kesepakatan para pihak dalam Hukum Perjanjian Syariah yang 

adalah pernyataan kehendak. Dimana pernyataan kehendak itu sendiri 

lazim di sigat akad (sighat al’aqd) yang terdiri dari ijab dan kabul. ijab dan 

kabul ini yang mempresentasikan perizinan (ridha, persetujuan). Syarat 

dalam ijab kabul itu terdapat dua yaitu : 

a. Adanya persesuaian ijab dan kabul yang menandai adanya persesuain 

kehendal sehingga terwujudlah kata sepakat. 

b. Persesuaian kehendak (kata sepakat) itu di capai dalam satu majelis 

yang sama, dengan kata lain syarat keduanya adalah adanya kesatuan 

majelis akad.12 

Dalam ijab dan kabul ini bisa disebut sebagai penawaran dan 

permintaan, dapat disimpaikan dalam beberapa cara secara lengkap dengan 

kata, tindakan atau indikasi atau dengan prilaku. Hal ini juga dijelaskan 

dalam pasal 25 yang dimana sighat akad dapat dilakukan dengan jelas, 

baik secara lisan, tulisan dan perbuatan. 13  Suatu penawaran harus 

mempertimbangkan penundaan terjadi dalam kasus anatara lain : 

a. Penarikan atas suatu penawaran oleh pembuat, 

 
10Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Akad Islam, (Jakarta: Sinargrafia, 

2004), 2-3. 
11 Oni Sahroni, Adiwarman A. Karin, Maqashid Bisnis Dan Keuangan Islam, Sintesis Fikih 

Dan Ekonomi, (Jakarta : Rajawali Press, 2015), 66. 
12  Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah Teori Tentang Studi Akad Dalam Fikih 

Muamalah, 122. 
13 Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah: Edisi 

Revisi, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011), 
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b. Kematian dari suatu pihak atau kerugian kapasitas untuk masuk 

kedalam kontrak, 

c. Berakhirnya majelis, Seperti priode kontrak, tanpa pengambilan 

kesimpulan kontrak, 

d. Penurunan subjek, 

e. Kehilangan waktu yang ditetapkan untuk penerimaan.14 

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa disetiap pekerjaan harus ada 

kesepakatan, walaupun hanya secara lisan dan kebiasaan dari situlah harus 

diterapkan kesepakatan atau perjanjian agar tidak terjadi kesalah fahaman. 

Apabila tidak sama seperti kesepakataan harus ada pembicaraan ulang atau 

musyawarah ulang. Dalam menyikapin hal tersebut agar tidak nama 

baiknya menjadi jelek jadi harus berubah dari sekarang agar tidak menjadi 

bahan topik dan agar pelanggan tetap tidak pindah keorang lain. 

 

2. Praktik Upah Jasa Combine Harveste Ditinjau Dari Hukum Ekonomi 

Syariah 

Seiring dengan perkembangan zaman kearah yang lebih modern, 

sudah menggunakan alat memanen padi yang canggih yang disebut 

combine harvester atau penduduk setempat menyebutnya dengan istilah 

kombet. Praktik sistem upah yang dilakukan di desa Sidang Kurnia Agung 

tergantung dengan penghasilan dan musimnya hanya 2x saja tidak bisa 3x 

dalam 1 tahun  untuk panen. Jika tidak ada hujan akan susah karena 

 
14 Qomarul Huda, Fiqh Muamalah, 86. 
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sawahnya merupakan tadah hujan, karena kalau kemarau airnya akan asin 

Dan akan zat karat naik, kemudian jika dibuat untuk membasahkan 

lahan/sawah akan kuning padi tersebut. Sebagaimana yang diungkapkan 

narasumber Bapak Wawan, mengatakan bahwa : 

“Rawajitu ini terkenal dengan persawahan yang cukup luas. 

Apalagi masyarakatnya hampir keseluruhannya petani. Sawah 

yang ada di Rawajitu ini menggunakan tadah hujan, jika musim 

hujan maka airnya akan payau jadi masyarakat setempat 

menggunakan air nya untuk menambahkan air yang ada disawah 

jika kurang, akan teteapi bila musim kemarau air nya akan asin 

dan zat karatnya akan naik jadi kurang bagus untuk tanaman. 

Dalam musim panen itu ada 2 yaitu musim panen gadu dan 

rendeng, dimana musim itu berbeda-beda dalam penghasilannya. 

Jika di Rawajitu ini musim gadu biasanya dimana panen atau 

pengahasilan padi berlimbah atau bisa dikatakan panen raya. 

Sedangkan musim rendeng biasanya berpenghasilan 85% sampai 

90% dari panen gadu, dimusim ini berkurang penghasilan para 

petani di Rawajitu, itu jika tidak ada hama yang cukup parah”.15 

 

Ada beberapa sistem yang di gunakan pada jasa combine harusnya 

disetiap panen gadu dan rendeng itu tidak dibeda-bedakan, walaupun 

penghasilannya tidak sama karena didua musim itu. Dimana pemilik 

sawah ini meminta tolong untuk dipanenkan padinya karena tidak sanggup 

memanen sendiri harusnya sesuai sama seperti yang lain, jadi biar tidak 

ada yang dirugikan atau merugikan. Kalau tidak sama maka harus 

dijelaskan kepada pemilik sawah ini, harus sesuai sama hukum Islam dan 

harus adanya kesepakatan, tidak secara sepihak saja. Sebagaimana yang 

diungkapkan narasumber Bapak Asep, mengatakan bahwa: 

 
15 Wawan, Hasil Wawancara, Desa Sidang Kurnia Agung, Kac. Rawajitu Utara, Kab. 

Mesuji, 27November 2023. 
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 “Saya sebagai pemilik sawah menyuruh pemilik combine untuk 

menanen padi saya karena saya tidak sanggup untuk memanen 

sendiri, karena combine ini bisa memudahkan saya untuk 

mempekerjakannya, saya hanya memberi minum dan cemilan saja. 

sebelum adanya combine menyusahkan karena harus memberi 

makan, minum dan cemilan. Harus dipanen sampai beberapa hari, 

terkadang juga sampai 6 hari baru selesai, belum lagi jika sering 

hujan benar-benar akan memperlambat pekerjaannya dan akan 

menjadi merusak padi yang awalnya bagus jadi kurang bagus dan 

penjualannya juga akan murah (berasnya akan menjadi buluk dan 

bau nya akan tidak enak”.16  

 

Kemudian diutarakan kepada bapak Eko : 

“Saya akan mencari combine untuk memanen padi saya disawah 

disaat padi saya sudah kuning dengan sempurna dan sudah berani 

untuk dipanen, kemungkinan 2-3 hari sebelum dipanen saya akan 

mencari combine. Saya hanya menyuruhnya saja dan saya tidak 

tanya berapa upah yang harus diberikan jadi saya menggap seperti 

biasanya (10:1). Biasanya yang dijelaskan hanya disaat saya 

teleser padi yang di arit, maka pemilik combine baru bilang upah 

yang harus dibayarkan. Kalau masalah teleser pakai combine akan 

ada kesepakatan yang dari pihak combine berani harga yang 

ditawarkan oleh saya, namun beda dengan waktu memanen padi, 

beliau tidak memberi tau disaat memanen tapi disaat teleser pakai 

combine ini, pemilik combine bilang dan itu sesuai dengan 

kesepakatan bersama. Jadi kalau teleser pakai combine biasanya 

setiap karungnya diberi upah Rp. 5.000/karung”.17 

 

Namun terkadang dalam pengerjaan panen padi menggunakan 

combine ini juga terdapat beberapa kekurangan. Sebagaimana yang di 

utaran bapak asep dan bapak Eko mengatakan bahwa : 

“Kekurangan dari pekerja combine yang saya rasakan waktu itu 

pernah pada waktu saya akan di panen padi, saya pesan untuk 

panen jangan malam karena banyak air embunnya, namun pada 

 
16Asep Hasil Wawancara, Desa Sidang Kurnia Agung, Kac. Rawajitu Utara, Kab. Mesuji, 

19 November 2023. 
17 Eko, Hasil Wawancara, Desa Sidang Kurnia Agung, Kac. Rawajitu Utara, Kab. Mesuji, 

19 November 2023. 
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waktu hari pekerjaannya itu pasti udah jam 7-9 malam, alasannya 

karena berurutan dari yang jauh dari rumah, seharusnya ya 

jangan begitu karena kami juga inginkan agar padi nya tidak 

kenak air embun, iya kalau langsung pagi nya ada sinar matahari, 

tidak akan ada masalah tapi kalau tidak ada kan kasihan harus 

ditumpuk beberapa hari.18 

 

Untuk sekarang ini pemanenan sudah menggunakan combine 

karena bisa mempercepat dan mempermudah mencarinya, combine 

biasanya pekerjanya terbagi menjadi 3 yaitu supir, helper (yang menjaga 

padi di combine letaknya disampingnya) dan penyahit/jarumi karung. 

Biasanya terdiri dari 1 orang supir, 2 orang helper dan 3/4 orang penjahit 

karung pembayaran mereka dari pemilik combine tersebut.  

Upah adalah aspek penting dalam suatu hubungan kerja berbagai 

pihak dapat melihat upah dari sisinya masing-masing, pihak jasa 

pemanenan melihat upah sebagai sumber penghasilan untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Secara psikologi harta atau 

keuntungan dapat menciptakan kepuasan bagi pekerja atau buruh di pihak 

lain. Pengusaha melihat keuntungan dalam hubungan kerjasama sebagai 

salah satu biaya produksi dan melihat upah salah satu pihak untuk tetap 

dapat tetap dapat menjamin terpenuhinya kehidupan yang layak bagi 

pekerja atau buruh dan keluarganya.19 

Hal di atas sesuai dengan yang dikatakan oleh Bapak Ari selaku 

pemilik combine saat diwawancari tentang sistem pembayaran upah jasa 

combine, mengatakan bahwa : 

 
18 Asep dan Eko, Hasil Wawancara, Desa Sidang Kurnia Agung, Kac. Rawajitu Utara, 

Kab. Mesuji, 19 November 2023. 
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“Jadi begini Ni, saya menerima permintaan untuk memanen padi 

biasanya 2-3 hari sebelum saya mengarahkan kepada supir 

combine ke lokasi yang yang akan dipanen, terkadang juga saya 

yang bertanya kepada pemilik sawah, apakah pemilik sawah mau 

dipanen dalam waktu dekat. Biasanya ya ni, kalau banyak lokasi 

yang dipanen terkadang saya tidak sempat tanya, ya sebenarnya 

saya hanya mengawasi untuk waktu tidak lama terkadang itu 

cuman melihat tempatnya saja. Kalau terjadi kerusakan baru saya 

datang dari pekerja combine konfirmasi saya langsung datang dan 

membawa peralatan. Untuk pembayarannya itu secara langsung 

dan setelah selesai memanen saya baru menerima upahnya. Saya 

menggunakan 10:1 itu untuk pekerja memanen kalau untuk ojek 

padi itu dari pemilik sawah. Kecuali bawon/upah itu akan saya 

yang bayar ojeknya.20 

 

Kerjasama dalam bidang pemanenan pada dasarnya sudah menjadi 

tradisi kebiasaan di masyarakat. Dalam kerjasama terdapat nila-nila sosial 

dan moral yang sangat dihormati oleh masyarakat seperti tolong 

menolong. Masyarakat Desa Kurnia Agung melakaukan kerjasama dengan 

cara yang biasa mereka lakukan secara lisan atau tidak adanya bukti 

tertulis bahwa telah menjadi suatu akad perjanjian kerja di antara kedua 

belah pihak, kerjasama ini tidak menyebutkan akadnya secara jelas hak 

dan kewajiban dari pemanen padi (tukang combine). 

“Jadi ya Ni, perjanjian ini biasanya saya menggunakan secara 

lisan, karena kami menggunakan kebiasaan yang ada di 

masyarakat tersebut. Kalau masalah saya melakukan akad 

perjanjian biasanya tidak di ucapkan karena semua yang memanen 

menggunakan combine tempat saya sudah faham atau terkadang 

tanya kepada tetangga yang sudah memanen  padinya kepada saya 

orang tersebutlah yang memberi tau kan”.21 

 
19 Sri Sudiarti, Fiqh Muamalah, 196. 
20 Ari, Hasil Wawancara, Desa Sidang Kurnia Agung, Kac. Rawajitu Utara, Kab. Mesuji, 

15 Oktober 2023. 
21  Bagus, Hasil Wawancara, Desa Sidang Kurnia Agung, Kac. Rawajitu Utara, Kab. 

Mesuji, 19 November 2023. 
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Kemudian dijelaskan oleh bapak Eko bahwa : 

“Iya ni, memang seperti itu sebelumnya hanya begitu saja. Kalau 

dengan pekerja supir, helper dan penjahit karungnnya itu 

melakukan musyawarah tapi kalau kepada kami orang pemilik 

sawah itu berbeda. ya kami hanya tanya kepada yang dekat dengan 

pemilik combine itu saja dan sesuai yang dijelaskan oleh pemilik 

combine tersebut. Tetapi untuk pengambilan bawonnya tidak 

dijelaskan dari situlah kami merasa kurang benar. Akan tetapi 

kami tidak berani bilang kepada pemilik combine nya.22 

 

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa masing-masing 

pihak yang berakad memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan. Dalam 

praktik sistem upah jasa combine harvester persepektif hukum ekonomi 

syariah di Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji, pekerja combine 

berkewajiban untuk melaksanakan tugasnya dengan baik yaitu memanen 

padi sedangkan pemilik sawah berkewajiban untuk membayar upah 

kepada pekerja combine berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati 

bersama.  

Jika dianalisis dari segi rukunnya maka sebagai berikut : 

a. Aqid adalah pihak-pihak yang berakad dalam ijarah yang terdiri dari 

musta’jir yaitu pihak yang menyewa jasa (pemilik sawah dan mu’ajir), 

pihak yang menyewakan jasa (pekerja combine). 

b. Sighah dalam akad ijarah adalah bahasa transaksi berupa ijab dan qabul 

yang memuat perjanjian dan ketersediaan untuk melakukan hubungan 

kerjasama dengan memberikan kepemilikan berupa jasa atau manfaat 

dari pihak mu’jir kepada pihak musta’jir dengan ganti atau imbalan 

 
22 Eko, Hasil Wawancara, Desa Sidang Kurnia Agung, Kac. Rawajitu Utara, Kab. Mesuji, 

19 November 2023. 
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berupa upah (ujrah) baik secara tertulis, tidak tertulis, maupun dalam 

bentuk lainnya yang menunjukan adanya ketersediaan kedua belah 

pihak untuk melakukan akad kerjasama. Seperti yang dilakukan ketika 

praktik ini,  ijab diucapkan oleh pemilik sawah yang meminta kepada 

pekerja combine untuk membantu proses memanen padi di sawahnya 

dan qabul diucapkan oleh pemilik combine sebagai pernyataan 

diterimanya akad kerjasama. 

c. Upah (ujrah) adalah upah atas jasa atau manfaat dari barang yang 

disewa. Dalam praktik ini pengupahanya, upah yang diberikan berupa 

padi dan diberikan pada saat pekerja telah berakhir. 

d. Manfaat adalah jasa atau manfaat barang yang menjadi objek dalam 

akad ijarah. 23  Dalam praktik ini yang menjadi objek ijarah adalah 

tenaga pekerja combine yang disewa oleh pemilik sawah untuk 

memanen padi disawah. 

 

Sedangkan ditinjau dari segi syarat-syaratnya yaitu sebagai berikut : 

a. Syarat aqid adalah pihak-pihak yang berakad telah baligh, berakal, 

cakap melakukan tasharuf (mengendalikan harta) dan ada kerelaan atau 

keridoh dari pihak-pihak yang berakad. Jika dipraktik ini aqid nya 

pemilik sawah dan pemilik combine telah berusia baligh, berakal sehat, 

dan tidak ada paksaan diantara kedua belah pihak dalam melakukan 

akad kerjasama ini, semua dilakukan atas kehendak masing-masing 

pihak. 
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b. Syarat sighah dalam akad ijarah adalah ijab dan qabul harus ada 

kejelasan dari kedua belah pihak mengenai dilakukannya akad 

kerjasama ini, sehingga terjadilah suatu kesepakatan bersama. Dalam 

praktik ini pada pemilik combine dan pemilik sawah, akadnya hanya 

dilakukan secara lisan bukan secara tertulis tersebut yang menunjukan 

adanya ketersediaan, keridohan dan kesepaktan antara kedua belah 

pihak dalam akadnya. 

c. Syarat upah (ujrah) harus diketahui secara jelas jumlahnya, pembayaran 

upah harus dijelaskan akan diberikan di awal atau akhir, dan upah yang 

diberikan harus adil dengan apa yang telah dikerjakan. Syarat yang 

harus disepakati oleh pihak yang berakad agar perjanjian sewa 

menyewa ini hukumnya sah dan supaya tidak menimbulkan perselisihan 

dikemudian hari. Dalam praktiknya, perjanjian diawal akad pemilik 

sawah dan pemilik combine telah menyebutkan dan menyepakati 

nominal dan waktu pemberian upah. 

d. Syarat yang terakhir adalah manfaat atau objek sewa yaitu suatu 

manfaat yang diperbolehkan dalam islam, harus dijelaskan terkait jenis, 

waktu pekerjaan sehingga tidak terjadi perselisihan.24 Dalam praktik ini 

yang menjadi manfaatnya yaitu memanen padi sehingga yang objek 

sewanya yaitu jasa dari pekerja combine. 

 

 

 
 

23 Khairuddin & Haya Rizqa, “Perhitungan Biaya Pada Pengiriman Barang”, 48. 
24 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islam Tentang Wakaf-Ijarah-Syirkah, (Bandung : PT. al-

Ma’arif, 1973,34. 
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Jika dianalisis dari prinsip ijarah  yang pertama: 

a. Kesepakatan, dalam bagian bawon ini sudah sepakatan secara lisan dan 

dilakukan ketika sebelum panen tiba ada acara-acara tertentu secara 

bermusyawarah,  sering dilakukan dalam setiap musim panen. 

b. Kerelaan, setiap pekerjaan dari awal hingga akhir sudah ada kerelaan 

walaupun ada sedikit ketidak sesuai dari pengambilan upahnya. akan 

tetapi tidak ada yang berani untuk bilang ke pemilik combine. 

 

Akad perjanjian upah jasa combine yang dilakukan oleh 

masyarakat di Desa Sidang Kurnia Agung Kecamatan Rawajitu Utara 

Kabupaten Mesuji, pada pelaksanaannya terdapat konsep kerja yang sudah 

jelas dan sudah dibenarkan oleh syariat islam selama kegiatan usaha 

tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dimana antara petani 

meminta untuk memanen padi disawah dengan menjelaskan sistem 

pembayaran yaitu dibayar dengan adanya pemilik sawah dan 

pembagiannya yaitu 10:1. Bila mana menyetujuinya maka telah 

terpenuhilah salah satu rukun dan syarat dari akad upah mengupah 

merupakan adanya kesepakatan dan kerelaan antara kedua belah pihak. 

Begitu juga dengan aqid-nya dalam transaksi upah mengupah telah sesuai 

dengan rukun dan syarat sahnya akad yaitu orang yang melakukan akad 

telah dewasa, balig, sehat dan sudah memiliki kecakapan untuk 

membedakan perbuatan yang baik dan buruknya. Dalam hadis yang 

diriwayatkan oleh Abd Ar-Razzaq yang berbunyi : 

 



59 
 

 
 

ِمَن ِ :ِ ِقاَلَ ِوَسَلَّمَ ِصَلَىِالله  َّ ِالنَّب  ِأَنَّ ِعَنْهُ ِاُلله يَ ِرْض  ِسَع يْدٍالْْدُْر ي   وَعَنْ
راًفَ لْيُسَمَِّأَجْرْتَهُِِاسْتَأ ي ْ  جَرَأَج 

Artinya : 

Dari Abu Said Al-khudri ra, bahwa Rasulloh Saw bersabda : “Barang 

siapa menpekerjakan seorang pekerja hendaknya ia menentukan 

upahnya”. (HR. Abdurrazzaq)25 

 

Jadi hadis diatas menjelaskan agar upah dalam transaksi ijarah 

disebutkan secara jelas dan diberitahukan betapa besar atau upah pekerja 

sehingga tidak menimbulkan kerugian dikemudian hari. Mengenai 

pembayaran upah tergantung perjanjian yang telah disepakati bersama. 

Akan tetapi lebih baik jika upah dibayarkan setelah selasai melakukan 

pekerjaan sesuai dengan hadis Rasulullah Saw yang berbunyi : 

 

ِِ:ِ ِوَسَلَّمَ ِعَلَيْه  ِاُلله ِصَلَّى ِاَلله ِرَسُوْلُ ِقاَلَ :ِ ِقاَلَ ِعُمَرَ, ِبْن  ِعَبْد الله  عَنْ
ِعَرَقهُُِ)رواهِا رَأَجْرَهُِقَ بْلَِأَنِْيَّ فَّ ي ْ ج  ِبنِماجهِ(أعُْطوُْاالََِْ

Artinya : 

Dari Abdillah Ibn Umar ra. dijelaskan bahwa Rasulullah Saw bersabda : 

“Berikanlah pekerja upahnya sebelum keringatnya kering”. (HR. Ibnu 

Majah)26 

Dalam hadis diatas menjelaskan bahwa membayar upah kepada 

orang yang telah melakukan pekerjaan sebaiknya diberikan setelah 

pekerjaan diselesaikan. Dengan penangguhan pembayaran upah sama saja 

 
25 Suhendi, Fiqh Muamalah, 116. 
26 Sri Sudiarti, Fih Muamalah, 196 
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penundaan dalam pembayaran utang yang termasuk dalam perbuatan 

zalim. 

Jadi dalam penelitian dapat ditemukan akad upah kerja pada 

combine di Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji perjanjian sesesuai dengan 

yang telah di sepakati yaitu dibayar setelah kerja padi yang jadi 

bawon/bagian dari pemilik sawah sudah dijual akan dibagilah upah dari 

beberapa pekerja combine ini. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan temuan data dilapangan dan hasil analisis dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Bahwa cara pemilik jasa combine harvester  dengan pengguna combine 

harvester di Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji membuat kesepakataan 

kerja dengan cara, menetapkan Kesepakatan yang dilakukan secara lisan, 

Secara bermusyawarah, Kerelaan antara pemilik sawah dengan pemilik 

combine harvester. Dengan kata lain kesempatan tersebut dibuat dengan 

menggunakan metode perjanjian tidak tertulis. 

2. Bahwa praktik upah jasa combine harvester di Rawajitu Utara Kabupaten 

Mesuji ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah, di perbolehkan karena pada 

pelaksanaannya terdapat konsep kerja yang sudah jelas dan sudah 

dibenarkan oleh syariat islam selama kegiatan usaha tersebut tidak 

bertentangan dengan syariat Islam. Dimana antara petani meminta untuk 

memanen padi disawah dengan menjelaskan sistem pembayaran yaitu 

dibayar dengan adanya pemilik sawah dan pembagiannya yaitu 10:1. 

Selain itu, dalam akad perjanjian, bila para pihak menyetujui apa yang 

diakadkan, maka telah terpenuhilah salah satu rukun dan syarat dari akad 

upah mengupah merupakan adanya kesepakatan dan kerelaan antara kedua 

belah pihak. Begitu juga dengan aqid-nya dalam transaksi upah mengupah 

telah sesuai dengan rukun dan syarat sahnya akad yaitu orang yang 



62 
 

 
 

melakukan akad telah dewasa, balig, sehat dan sudah memiliki kecakapan 

untuk membedakan perbuatan yang baik dan buruknya.  

B. Saran 

1. Petani dan pemilik combine sebaiknya memperhatikan hak dan kewajiban 

diantara kedua belah pihak sehingga tidak ada pihak dirugikan. 

2. Agar lebih banyak orang percaya kepada pemanen menggunakan combine. 

3. Sebelum adanya perjanjian harusnya dipertanyakan agar lebih jelas jadi 

tidak diakhirnya merasa dirugikan.  
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SISTEM UPAH JASA COMBINE HARVESTER PERSPEKTIF HUKUM 

EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI RAWAJITU UTARA 

KABUPATEN MESUJI) 

 

A. Wawancara untuk sistem upah atau sewa antara petani dan pemilik 

mesin Combine Harvester 

1. Bagaimana dengan adanya kombet/combine saat ini ? pengaruhnya, 

2. Kapan waktu untuk mencari jasa combine untuk memanen padi? 

3. Bagaimana persyaratan perjanjian kerjasama antara pemilik combine 

dan pemilik sawah bahwa pembagian upah mengupah combine ? 

4. Bagaimana cara perjanjian kerjasama antara pemilik combine dan 

sawah sebelum sawah untuk di panen menggunakan kombet/combine 

? 

5. Bagaimana para pihak yang saling berakad sewa menyewa, Apa 

melibatkan pihak ketiga atau perantara dalam proses sewa menyewa 

mesin combine ? 

6. Bagaimana pengawasan dalam sistem sewa menyewa mesin combine 

? 

7. Bagaimana cara sistem upah yang digunakan apa berdasarkan lahan 

atau hasil ? 

B. Wawancara untuk sistem upah atau sewa antara pekerja dan pemilik 

mesin Combine Harvester 

1. Bagaimana perjanjian kerja yang dilakukan oleh pekerja dan pemilik 

combine ? 

2. Bagaimana jika ada terluka dalam kerja? Apakah ada tunjangan yang 

didapat? 

3. Bagaimana persyaratan yang disepakati dalam pengupahan ? 
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4. Bagaimana kesepakatan tentang besar kecilnya upah antar pekerja ? 

Apakah ada perbedaan upah antara pekerja supir, helper dan penjahit 

karung ? 

5. Bagaimana ketentuan upah pekerja? 
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